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(  
  (رواه البيهق 

 “Tidaklah seseorang mempunyai keutamaan atas orang lain, kecuali karena diinnya atau 

amal shalih.” 
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ABSTRAK 

Akhir-akhir ini lembaga peradilan menjadi sorotan, terutama dalam hal 

penanganan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti pada kasus 

korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Perbuatan Pinangki 

bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Jaksa yang sudah tertera di dalam 

Undang-Undang. Ditambah lagi dengan putusan hakim pada tingkat banding yang 

mengurangi hukuman penjara yang dirasa jauh dari anggapan masyarakat, dan dengan 

pertimbangan gender Pinangki yang merupakan seorang perempuan. Permasalahan 

yang diangkat penulis yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara 

pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dan Bagaimana Perspektif Gender terhadap 

putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI. 

Penulisan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan 

menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan  

komparatif (Comparative Approach), pendekatan peraturan perundang-undangan 

(Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Sumber data yang 

digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan 

sekunder. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pinangki terbukti melakukan 

kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, sudah selayaknya mendapatkan 

pidana lebih berat sehingga mencegah mengakarnya tindak pidana korupsi dikalangan 

pejabat negara lain. Selain itu meringankan hukuman pidana penjara Pinangki dengan 

alasan gender tidak tepat, karena Pinangki merupakan pelaku utama sehingga pidana 

penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki seharusnya dapat lebih berat. Penggunaan 

gender sebagai pertimbangan untuk meringankan hukuman mengakibatkan bias 

gender, hal ini tidak sesuai dengan asas equality before of the law yang mengharuskan 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

 

Kata kunci: Gender, Pertimbangan Hakim, Pidana, Korupsi, Jaksa.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum merupakan peraturan atau norma yang merupakan petunjuk atau 

pedoman hidup yang wajib untuk ditaati oleh manusia.
1
 Indonesia sendiri termasuk 

negara hukum. Dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia diperlukan adanya 

undang-undang. Undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

dengan disertai persetujuan dari presiden. Undang-undang berfungsi untuk mengatur  

tindakan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama. Dengan adanya undang-

undang maka setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan mengacu 

pada undang-undang yang berlaku. Dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan 

melalui perantara hakim sebagai pemberi putusan yang sesuai dengan undang-undang.  

Dalam penerapannya, hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu 

hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang membatasi suatu 

perbuatan tertentu sehingga memenuhi syarat tertentu yang mengakibatkan suatu 

akibat berupa pidana.
2
 Hukum pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-

Undang Hukum pidana (KUHP). KUHP di Indonesia merupakan warisan sejak zaman 

kolonial meski banyak yang sudah mengalami penambahan dan beberapa sudah 

direvisi mengikuti kebutuhan zaman.  

Salah satu bentuk tindak pidana yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu 

tindak pidana yang paling disorot di Indonesia. Dalam definisi yang luas, korupsi 

adalah penyalahgunaan  kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok  

dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.
3
 Korupsi di 

Indonesia sudah tidak asing lagi, hampir seluruh masyarakat indonesia familiar 

dengan hal ini. Di Indonesia Korupsi sudah merupakan extra-ordinary crime atau 

kejahatan luar biasa karena sangat merusak negara. Bukan saja dari segi keuangan 

Negara dan potensi ekonomi Negara namun berakibat pada pilar-pilar sosial budaya, 

moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi dapat dilakukan oleh 
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 R Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),27.  

 
2
 Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil: Pengantar Hukum Pidana, Penerbit 

USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta (Jakarta, 2015), 2. 
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 W Ridwan Zachrie, Korupsi Mengorupsi Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6. 
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siapa saja, dari berbagai strata sosial manapun dan dalam berbagai modus operasi apa 

saja bahkan geder apa pun. 

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan yang mengatur masalah 

korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1971 tentang 

pemberantasan tindak korupsi. Namun karena tidak peraturan ini tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hukum dalam  masyarakat ini kemudian dibuat Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian 

direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pada beberapa pasalnya. 

Peraturan perundang-undangan tersebut diatur supaya memberikan efek jera 

kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi berupa pidana denda 

dan pidana tambahan. Pidana denda bertujuan untuk menambah pemasukan kas 

negara sedangkan pidana tambahan untuk ganti rugi akibat efek dari kerugian negara 

disebabkan tindak pidana korupsi.
4
 Adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut 

diharapkan bisa memulihkan aset negara (asset recovery) yang dirampas oleh pelaku 

korupsi. Agar aset yang dipulihkan mampu untuk mengganti pendanaan program dan 

inisiatif pemerintah yang dapat membantu masyarakat, serta memberikan keadilan 

dan mencegah para pejabat untuk tidak melakukan korupsi kemudian hari.  

Maka dari itu dibutuhkan peran dari penegak hukum dalam menegakkan 

keadilan di Indonesia. Penegak hukum sangat penting bagi Negara terlebih lagi bagi 

seorang hakim. Hakim merupakan pengambil keputusan di dalam persidangan. 

Adanya peran hakim diharapkan mampu menekan perkembangan korupsi yang ada di 

Indonesia dengan pengambilan putusan yang berat dan tepat sasaran. Sehingga 

mampu memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana. Dalam menjatuhkan 

putusan perkara pidana hakim wajib memperhatikan unsur-unsur yang sudah diatur di 

dalam Undang-Undang kehakiman.  

Namun dalam prakteknya masih banyak hakim yang belum mampu  

memutuskan suatu perkara dengan baik. Dengan berupa ketimpangan antara aspek 

hukum yang diharapkan (das sollen) dengan aspek penerapan hukum yang ada di 

masyarakat (das sein.). Masih banyak oknum hakim yang belum mampu untuk 

memberikan putusan yang sesuai dengan yang ada pada undang-undang. Masih 

banyak putusan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Seperti 
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 Theodorus M Tuanakotta, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi 

(Penerbit Salemba, 2009), 182.  
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pada kasus yang penulis akan bahas kaji dan teliti lebih lanjut terkait Perkara Pidana 

No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI Tentang  Kasus Suap Jaksa Pinangki.  

Akhir-akhir ini lembaga peradilan menjadi sorotan, terutama dalam hal 

penanganan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti pada kasus 

yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Terlibatnya seorang jaksa dalam 

kasus korupsi sangat mencederai masyarakat, karena seorang Jaksa yang notabene 

seorang penegak hukum malah yang menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Seorang 

jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat mewakili kepentingan 

umum atau negara sebagai penuntut umum, dengan jabatanya  diharapkan dapat 

menegakkan hukum dengan berlandaskan keadilan. Bukannya malah menggunakan 

jabatanya sebagai jembatan untuk memperlancar tindakannya dalam meraih tujuan 

yang bertentangan dengan undang-undang.  

Kasus pinangki berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (cessi) Bank 

Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan saat itu Djoko Tjandra berstatus  sebagai 

DPO atau Daftar Pencarian Orang. Namun jaksa Pinangki diketahui bertemu dengan 

Djoko Tjandra saat Djoko Tjandra masih berstatus DPO dan menerima uang yang 

sudah dijanjikan Djoko Tjandra, dengan niat supaya mantan Jaksa Pinangki selaku 

aparat hukum untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui kejagung 

(kejaksaan Agung) supaya hukuman dari Djoko Tjandra yang divonis Majelis Hakim 

yang didasarkan pada putusan PK No.12 tanggal 11 juni 2009 tidak dapat dijalankan 

dan Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman pidana saat kembali ke Indonesia. Suap 

Djoko Tjandra kepada Pinangki sebesar USD 500.000 untuk menjalankan rencana 

yang dibuatnya. Namun, rencana itu gagal setelah polisi menangkap Djoko Tjandra. 

Dari jumlah suap, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang senilai USD 375.279 

atau setara Rp 5.253.905.036.
5
 Setelah melakukan perjanjian berupa uang tersebut 

kemudian Jaksa pinangki melakukan penukaran mata uang dolar Amerika Serikat 

menjadi mata uang Rupiah dengan jumlah Rp 4.753.829.000 dan digunakan untuk 

belanja kebutuhan pribadi Jaksa Pinangki. 

Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai seorang Jaksa 

yang sudah tertera di dalam undang-undang berupa kewenangan dan tugas untuk 

melakukan eksekusi terhadap penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah 
                                                           
 5

 Alexander Haryanto, “Kasus Jaksa Pinangki dan Apa Yang Membuat Ia Dipenjara 10 Tahun?,” 

Tirto.Id (tirto.id, 2021), https://tirto.id/kasus-jaksa-pinangki-dan-apa-yang-membuat-ia-dipenjara-10-tahun-

f98A. 
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ditetapkan. Perbuatan Pinangki tersebut pada awalnya dijatuhi hukuman pidana 

penjara selama 10 tahun dan denda uang dengan nominal Rp 600.000.000 (enam ratus 

juta rupiah) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Namun pada 

Pengadilan Tinggi majelis Hakim mengganti waktu untuk pidana penjara dari 10 

tahun menjadi hanya 4 tahun. Alasan hakim dalam memberikan putusanya  yaitu, 

karena  pinangki  sudah mengakui kesalahannya dan sudah menyesali perbuatannya, 

serta mengikhlaskan pencabutan jabatannya sebagai jaksa, Terdakwa berstatus 

sebagai ibu rumah tangga dan memiliki anak yang masih berumur 4 tahun,  maka 

patut untuk diberikan kasih sayang selagi masih dalam proses pertumbuhan. Pinangki 

merupakan seorang wanita yang harus dilindungi, diperhatikan dan mendapat 

perlakuan yang Adil.
6
 Hal ini terkait dengan gender yang membuat  banyak kritikan 

masyarakat karena dianggap tidak   tepat dalam  memutus perkara, mengingat 

pinangki adalah seorang jaksa yang mengetahui suatu perbuatan yang bertentangan 

dengan undang-undang, apalagi kasus yang yang dilakukan merupakan tindak pidana 

korupsi yang jelas-jelas mencederai masyarakat.  

Putusan ini yang membuat kebingungan di masyarakat karena putusan hakim 

terkesan sangat jauh dari anggapan masyarakat, dan juga adanya penurunan hukuman 

yang sangat signifikan dari putusan awal terhadap putusan banding. Selain Majelis 

Hakim memutus untuk mengurangi masa hukuman Pinangki, masalah terkait gender 

juga ikut menjadi pertimbang hingga mengakibatkan masa pidana penjara Pinangki 

dikurangi hingga 6 tahun. Alasan tersebut tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari. 

Hakim memang mempunyai kebebasan untuk memutus suatu perkara. Tetapi 

kebebasan tersebut juga ada batasannya berdasarkan Undang-Undang pasal 5 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, ”hakim dalam setiap menangani perkara 

diharuskan untuk memahami, menggali, dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa 

keadilan yang berada di masyarakat.”
7
 

Kasus yang penulis angkat merupakan kasus yang termasuk kedalam kategori 

suap, dimana pelaku selaku mantan Kepala Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Agung 

(KEJAGUNG)  yaitu Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima uang suap USD 

500.000 (lima ratus ribu) dari pelaku kedua yaitu Djoko Soegiarto Tjandra. Kedua, 

Pinangki terbukti melakukan pidana pencucian uang sejumlah USD 375.229 ( tiga 
                                                           
 6

 “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI” (Jakarta, 2021), 141. 

 
7
 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” 

(Jakarta, 2009), 2. 
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ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh Sembilan) atau Rp 5,25 miliar, serta 

dinyatakan terbukti melakukan pemufakatan jahat bersama Djoko Soegiarto  Tjandra, 

Andi Irfan Jaya, dan mantan kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Anita 

Kolopaking. 

Penelitian ini menarik karena terjadi kejanggalan terhadap putusan hakim  

yang awalnya di dalam putusan pengadilan negeri jaksa Pinangki diberikan hukuman 

berupa 10 tahun penjara, namun di dalam putusan pengadilan tinggi jaksa Pinangki 

hanya dijatuhi hukuman penjara 4 tahun. Dengan alasan terdakwa hanya merupakan 

seorang Ibu dan sudah mengakui kesalahannya, hakim juga memberikan alasan terkait 

gender, dimana mantan Jaksa Pinangki merupakan seorang wanita. Hal ini yang 

menimbulkan kecurigaan penulis terjadi karena putusan yang diberikan oleh hakim 

tidak masuk akal dan terkesan dicari-cari.  

 Dari alasan-alasan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul 

“Studi Analisis Hukuman Pelaku Korupsi Berbasis Gender (Studi Putusan 

No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis telah merangkum inti masalah 

yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Berikut beberapa permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No.10/pid.Sus-

Tpk/2021/PT DKI? 

2. Bagaimana Perspektif Gender terhadap putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT 

DKI? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana 

No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI 

2. Untuk mendeskripsikan Perspektif Gender terhadap putusan No.10/pid.Sus-

Tpk/2021/PT DKI 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Harapannya dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

terhadap khazanah keilmuan konsep pemikiran bagi pengembangan ilmu  hukum 

pidana, terutama bagi penegak hukum agar dapat menjalankan tugas sebagaimana 

fungsinya, serta menjadi pegangan teoritis dalam mewujudkan keadilan yang 

sesuai dengan Undang-Undang. 

2. Secara Praktis 

Bagi penegak hukum hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

penegakan hukum dalam merespon dan menyelesaikan perkara di pengadilan 

terkait kasus suap. Sehingga meminimalisir terjadinya pengambilan putusan yang 

tidak sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang. serta untuk 

meminimalisir terjadinya kasus suap yang tidak diinginkan oleh masyarakat 

terjadi kembali. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang penulis ambil adalah penelitian hukum normatif, atau bisa 

disebut yuridis normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji 

tentang hukum sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, prinsip 

hukum, teori hukum dan kepustakaan hukum lainya untuk menjawab 

permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian normatif hanya 

merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang 

berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/pengadilan, 

kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, asas dan prinsip hukum, dan 

doktrin/pendapat para ahli hukum.
8
 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dari 

suatu perkara serta mendeskripsikan pertimbangan dari majelis Hakim, kemudian 

menganalisis berdasarkan hukum materiil dan perundang-undangan. Proses dan 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2021), 12. 
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makna lebih ditonjolkan dengan landasan teori sebagai pemandu agar penelitian 

ini sesuai dengan fakta yang ada dalam lapangan.
9
 

3. Pendekatan Penelitian 

Ada 3 (tiga) pendekatan yang akan dipakai untuk penelitian ini yaitu 

pertama, pendekatan perundang-undangan; kedua, pendekatan kasus; ketiga, 

pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (Statuse Approach) 

dilakukan dengan menelaah dan mengkaji undang-undang yang berlaku dalam 

hukum positif di Indonesia sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Dapat 

dikatakan bahwa perundang-undang adalah legislasi dan regulasi yang 

dikeluarkan oleh lembaga negara dan pejabat yang berwenang dan mengikat 

secara umum.
10

 

Pendekatan kasus (Case Approach) merupakan pendekatan penelitian 

dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang 

sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (Inkracht.).
11

 

Pendekatan konseptual (Conceptual approach) adalah jenis pendekatan 

yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam 

ilmu hukum, akan diperoleh ide-ide yang melahirkan macam-macam pengertian 

hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum 

yang dihadapi 

4. Data Penelitian 

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu menggunakan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk 

membantu menganalisis penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber 

yang dapat mendukung penelitian seperti bahan pustaka, undang-undang artikel, 

serta jurnal. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data diperoleh dari: 

a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh salinan dari perkara pidana 

No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI sebagai bahan hukum primer. 
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b. Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelitian bahan-bahan hukum dengan 

cara mengkaji dan menganalisis literasi atau jurnal peraturan perundang-

undangan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

sebagai hukum sekunder. 

6. Teknik Analisis bahan hukum 

Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis secara 

kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah 

dikumpulkan dengan mengacu kepada insiden teoritis yang ada. Kemudian 

menghubungkan dengan dengan teori yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil dari penelitian.
12

 

F. Telaah Pustaka 

1. Sekripsi yang berjudul Citra Perempuan dan Korupsi (Konstruksi Realitas Sosial 

Media Massa dalam Pemberitaan Kasus Korupsi Suap Daging Impor di 

www.metrotvnews.com) yang ditulis oleh Septinia Antika Fasya.
13

 Penelitian ini 

menjelaskan tentang Kasus korupsi suap daging impor yang mendapat banyak 

respon masyarakat. Hal itu dikarenakan keterlibatan salah satu petinggi partai 

politik dan keterlibatan perempuan yang dirugikan. Perbedaan dengan penelitian 

yang ditulis oleh penulis adalah penelitian penulis berdasarkan kasus korupsi yang 

dilakukan oleh perempuan yng dianalisis secara kaidah hukum, sedangkan dalam 

skripsi ini menjelaskan citra perempuan dalam media masa. 

2. Skripsi yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Penerima 

Suap dalam Tindak Pidana Korupsi  (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

Tpk/2021/PT.DKI dan Nomor 14/Pid.Suss-Tpk/2021/PT.DKI) yang ditulis oleh 

Muhammad Daffa Meizar.
14

 Penelitian ini menjelaskan tentang 

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kasus korupsi serta pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang ditulis 

oleh penulis adalah fokus dari peneitian penulis yaitu tentang masalah gender 
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 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010, 137.  

 
13

 S A Fasya, “Citra Perempuan Dan Korupsi (Konstruksi Realitas Sosial Media Massa Dalam 

Pemberitaan Kasus Korupsi Suap Daging Impor Di Www. Metrotvnews. Com),” Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2014. 
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 Muhammad Daffa Meizar, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penerima Suap Dalam 

Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT.DKI Dan Nomor 14/Pid.Sus-

Tpk/2021/PT.DKI)” (Sriwijaya University, 2022). 
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sedangkan penelitian ini lebih fokus ke masalah pertanggungjawaban pelaku dan 

dasar pertimbangan hakim. 

3. Skripsi yang berjudul Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan 

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam yang 

ditulis oleh Roshif Rozani.
15

 Skripsi ini berisi tentang kajian dan analisis terhadap 

ketentuan perampasan asset terpidana pencucian uang dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Semarang Nomor 31/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg dan perampasan aset 

terpidana pencucian uang dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Perbedan dari 

penelitian penulis adalah dari segi kasus dan perspektif yang dikaji, kajian dalam 

skripsi ini dari perspektif isam dan penulis mengkaj dar segi gender. 

4. Skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap 

yang Dilakukan oleh Hakim Pengawas Pailit yang ditulis Oleh Muhammad 

Fachriansyah Hamiruddin.
16

 Skripsi ini berisi tentang penerapan peminadaan 

terhadap tindak pidana penerimn suap dan untuk mengetahui pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus dengan nomor putusan 

1824/K/Pid.Sus/2012. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dari segi kasus 

dan persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang kasus korupsi. 

5. Skripsi yang berjudul Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo 

di Harian Tribun Timur Makassar yang ditulis oleh andi Sitti Maryandani.
17

 

Skripsi ini menjelaskan tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini 

bagaimana Harian Tribun Timur Makassar membingkai berita kasus korupsi 

Dewie Yasin Limpo dengan model analisis Framing Robert Enmant. Persamaan 

dari penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat Persoalan tentang korupsi 

yang dilakukan oleh perempuan. Perbedaan dari segi kasus dan perspektif yang 

dikaji, kajian dalam skripsi ini dari perspektif media dan penulis mengkaji dari 

segi gender.
18
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 Roshif Rozani, “Perampasan Aset Terpidana Pencucian Uang Studi Putusan Nomor 31/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam,” n.d. 

 
16

 Muhammad Fachriansyah Hamiruddin, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penerima Suap 

Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengawas Pailit” (Universitas Hasanuddin, 2020), 

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/673/. 
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 Andi Sitti Maryandani, “Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo Di Harian 

Tribun Timur Makassar,” Repository UIN Alaudin Makassar, 2016, 1–60, http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/2136/. 
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Dari semua referensi tersebut, penulis lebih fokus untuk mengkaji terhadap 

putusan pidana No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dengan berbasis gender, yang 

menjadi alasan peringan hakim dalam memvonis hukuman pidana terhadap terdakwa. 

G. Sistematika Penulisan 

Guna mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian ini, 

dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara 

ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bab I merupakan Pendahuluan. Menjabarkan rumusan masalah yang menjadi 

dasar penelitian dengan mengacu pada latar belakang kajian objek yang hendak 

diteliti. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian. Tinjauan 

pustaka dalam menjelaskan gambaran dan posisi objek yang diteliti. Menyebutkan 

manfaat penelitian dan menentukan tinjauan pustaka. Selanjutnya penulis 

menjabarkan metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan sejumlah 

data, serta menganalisis bahan-bahan penelitian, juga sistematika penulisan skripsi 

dengan menggunakan gambaran langkah atau tahapan penelitian. 

2. Bab II merupakan tinjauan umum. yaitu menguraikan tinjauan umum mengenai 

pokok bahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti. Uraian 

ini akan dibagi ke dalam beberapa sub pembahasan dengan menjelaskan konsep 

dan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian. 

3. Bab III merupakan data penelitian. Pada bab ini akan disajikan data atau bahan 

penelitian yang telah diperoleh berupa gambaran umum mengenai permasalahan 

yang akan diteliti dan dianalisis, dalam kasus ini yaitu hukuman pelaku korupsi 

berbasis gender. 

4. Bab IV merupakan analisis. Bab ini adalah inti dari penelitian yang mana akan 

disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan pada bab-bab 

sebelumnya menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang dikemukakan 

dalam tinjauan umum disertai dengan pandangan penulis terhadap kasus tersebut. 

5. Bab V merupakan penutup. Bab ini meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang dilakukan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang, 

terdapat larangan disertai sanksi yang berupa ancaman pidana tertentu bagi siapa 

saja yang melanggar.
19

 Menurut Simons, perbuatan yang diancam dengan pidana 

yaitu yang bersifat melawan hukum, serta berhubungan dengan kesalahan dan 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas tindakannya. 

Sedangkan Van Hamel menjelaskan bahwa yang patut dipidana yaitu yang 

bersifat melawan hukum dan memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian. 

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu coruption 

atau corruptus  kata tersebut berasal pula dari bahasa latin yang lebih tua yaitu 

corrumpere. Dari bahasa latin turun ke banyak bahasa di benua Eropa seperti 

Inggris, yang disebut corruption, atau corrupt,  Prancis, corruption, dan Belanda,  

corruptie (korruptie). Adapun bahasa Indonesia mengambil dari berbagai macam 

negara tersebut menjadi “korupsi”.
20

 Adapun arti harfiah dari korupsi yaitu 

perbuatan yang memiliki maksud untuk mendapatkan keuntungan yang 

bertentangan dengan tugas resmi yang seharusnya dijalankan serta berbeda dari 

kebenaran-kebenaran baik secara resmi maupun perseorangan yang mana dengan 

melanggar hukum dan menggunakan sejumlah keuntungannya untuk pribadi atau 

orang lain.
21

 

Menurut Nurul Huda dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana 

Korupsi” Ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu gejala yang menyalah 

gunakan terjadinya  penyuapan, pemalsuan dan ketidak beresan lainnya  dari para 
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pejabat dan badan-badan negara.
22 

Jason berpendapat bahwa, pengertian korupsi 

secara harfiah merupakan:
23

 

1. Kejahatan, dapat disuap, tidak bermoral, kebusukan, ketidakjujuran, dan 

kebejatan. 

2. Merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan 

uang uang sogok dan sebagainya. 

3. Merupakan perbuatan yang pada kenyataannya menyebabkan keadaan 

bersifat Huruf. 

Sedangkan arti korupsi menurut bahasa yang telah diterima dalam 

perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan olehnya merupakan perbuatan 

yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
24

 

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan extraordinary crime atau 

pelanggaran luar biasa, karena melanggar HAM yaitu hak ekonomi dan hak sosial. 

Muladi juga sepndapat dengan Romli menyatakan bahwa korupsi merupakan 

kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dikarenakan bersifat sistematik, 

endemik, berakar dan mengakibatkan kerugian finansial maupun mental.
25

 

Prof. Soedarto Menjelaskan pula pengertian korupsi dari unsur-unsurnya 

sebagai berikut:
26

 

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri orang lain maupun suatu 

badan. 

2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. 

3. Berbuatan tersebut mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung 

merugikan keuangan negara dan atau perekonomian suatu negara cara atau 

perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa 

munculnya suatu negara atau perekonomian suatu negara. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi merupakan 

penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, 

yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi maupun orang lain. Kemudian 
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definisi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dijelaskan, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi 

yaitu:
27

 

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana 

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena membahayakan 

kestabilan dan keamanan negara dan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi 

dan moralitas, dan melumpuhkan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan 

menciptakan kemiskinan yang masif, sehingga perlu adanya perhatian yang besar 

dari pemerintah, masyarakat dan lembaga sosial. 

2. Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Korupsi 

a) Sejarah Perundang – undangan Korupsi di Indonesia 

Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:
28

 

 Delik korupsi dalam KUHP 

 Peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat angkatan (darat 

dan laut) 

 Undang-Undang Nomor 24 (PRT) tahun 1960 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi  

 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 
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 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

b) Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 

Hal yang tidak dapat lepas dari perkembangan pengaturan perundang-

undangan pidana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selalu 

beriringan atau bergandengan dengan perkembangan dan proses 

pembaharuan hukum pidana pada umumnya. Sejarah perkembangan negara 

Indonesia juga berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana terutama sejak 

masa proklamasi kemerdekaan sampai masa pembangunan dan era reformasi 

seperti sekarang. Berdasarkan pengertian dari pakar hukum pidana Berda 

Nawawi Arief. dapat pula ditinjau dari berbagai aspek kebijakan, baik 

kebijakan social (criminal policy), kebijakan kriminal (criminal policy), 

maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (criminal law 

enforcement). 

Upaya penanggulangan korupsi dapat dilihat dari peraturannya, dapat 

dikatakan bahwa politik hukum di Indonesia dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana korupsi sudah cukup signifikan.  Hal ini dapat dilihat dari 

peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

yang beberapa kali telah terjadi pembaruan. peraturan tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi setelah beberapa kali berganti selalu  peraturan yang 

belakang yang memperbaiki dan menambah yang dahulu.
29

 

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi 

Bentuk-bentuk korupsi secara garis besar yang disebutkan di dalam buku 

berjudul “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterbitkan pada tahun 2006 dapat 

digolongkan setidaknya ada 7 macam korupsi:
30

 

a. Tindak pidana korupsi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan atau 

perekonomian negara. dapat dibagi menjadi dua:  

I. Mencari keuntungan dengan cara dan merugikan negara. tindak 

pidana  korupsi  jenis ini telah dirumuskan di dalam pasal Undang-
                                                           
 29

 Djoko Prakoso and Ati Suryati, “Upetisme: Ditinjau Dari Undang Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Tahun 1971” (Bina Aksara, 1986), 406.  
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15 

 
 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

II. Menyalah gunakan jabatan dengan tujuan mencari keuntungan dan 

merugikan negara. penjelasan dari tindak pidana korupsi jenis ini 

hampir sama dengan yang pertama perbedaannya terletak hanya pada 

unsur  penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atas cara yang dimiliki 

karena jabatan atau kedudukan. hal ini telah diatur di dalam pasal 3 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

b. Tindak pidana yang dilakukan dengan penyuapan 

Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Dewie Yasin Limpo di 

Harian Tribun Timur Makassar Suap sangat berkaitan dengan adanya 

perbuatan yang berkaitan langsung dengan tugas, kewajiban dan wewenang 

dari pejabat publik Yang melakukan perbuatan berupa penerimaan uang atau 

pemberian uang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dan juga 

bisa bertentangan dengan kewajiban yang dimintakan oleh klien atau orang 

yang memberikan hadiah yaitu penyuap.  Adapun contohnya yaitu, menyuap 

pegawai negeri seperti Hakim, pengacara, atau penyelenggara negara lainnya 

yang. 

Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: 

 Pasal 5 ayat 1 

 Pasal 5 ayat 1 huruf b 

 Pasal 5 ayat 2 

 Pasal 13 

 Pasal 11 

 Pasal 12 huruf a 

 Pasal 12 huruf b 

c. Penyalahgunaan Jabatan 

Penyalahgunaan jabatan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh 

pejabat negara dalam pemerintahan dengan kekuasaan atau wewenang yang 

dimilikinya melakukan suatu perbuatan penggelapan laporan keuangan 
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menghilangkan barang bukti atau memberikan orang lain menghancurkan 

barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang 

mengakibatkan kerugian terhadap negara.  telah diatur di dalam undang-

undang pasal 8 ayat 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi.  

d. Tindak pidana korupsi berupa pemerasan  

Definisi pemerasan dan dasar hukumnya dapat dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu; 

 Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat negara kepada orang lain atau 

kepada masyarakat untuk mendapatkan keunn tungan pribadi 

 Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri terhadap pegawai 

negeri lain Hal ini diatur di dalam undang-undang pasal 12 ayat 20 

tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.  

e. Korupsi dengan cara  kecurangan 

Maksud dari kecurangan di dalam korupsi tipe ini yaitu yang 

dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, 

pengawas rekanan TNI atau Polri yang melakukan kecurangan dalam 

pengadaan atau pemberian barang yang dalam tindakannya mengakibatkan 

kerugian terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan 

keselamatan  negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang 

menyerobot tanah negara yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain 

atau masyarakat. 

f. Korupsi yang berkaitan dengan pengadaan 

Pengadaan merupakan suatu perbuatan korupsi yang bentuk 

kegiatannya bertujuan untuk mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan 

oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau barang yang didukung untuk 

mengadakan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang 

disebut dengan tender.  

g. Gratifikasi atau Hadiah 

Gratifikasi merupakan jenis korupsi dengan melakukan perbuatan 

pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara 

negara dan perbuatannya tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 

30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Adapun bentuk hadiah atau gratifikasi 
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dapat berupa barang, uang diskon, tiket pesawat promo pinjaman 

tanpa bunga, serta fasilitas-fasilitas lain. 

B. Tinjauan Tentang Hakim 

1. Pengertian Hakim 

Pengertian hakim dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 8 Kitab Hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat 

peradilan negara yang diatur dalam Undang-Undang memiliki wewenang untuk 

mengadili. Selain tertuang dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

pengertian hakim juga tertera dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 tahun 

2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim 

yang melaksanakan kekuasaan kehakiman merupakan pejabat negara yang berada 

di bawah Mahkamah Agung.
 31

 

Pengertian hakim juga dapat dipahami sebagai pejabat yang melakukan 

kekuasaan kehakiman yang diatur didalam undang-undang.
32 

Sedangkan 

kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka, yang berarti bebas dari 

kekuasaan pemerintahan. Merdeka juga berarti bebas dari hal-hal yang memihak 

serta tidak berat sebelah dalam putusanya. Kekuasaan kehakiman yang merdeka 

dilakukan oleh Mahkamah Agung yang membawahi lingkungan peradilan agama, 

lingkungan peradilan tata usaha Negara,  lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan militer, dan mahkamah konstitusi , untuk menyelenggarakan hukum dan 

keadilan.
33

 

Hakim merupakan pejabat Negara yang diangkat oleh Kepala Negara 

sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ditangani sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hakim 

merupakan komponen utama dalam pengadilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman 

seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Dengan demikian, keputusan 

pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim, sehingga kemampuan dan 

kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan, 

merupakan pencapaian penegakkan hukum dan keadilan oleh hakim.
34

 

                                                           
 31

 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 12. 

 
32

 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 21. 

 
33

 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 1. 
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Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah orang yang 

mengadili. Maksudnya, hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki 

kekuasaaan untuk mengadili berdasar hukum yang tertuang dalam undang-undang 

untuk mengadili perkara di pengadilan. Sedangkan kekuasaan kehakiman adalah 

kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan 

kekuasaan pemerintah.
35

 

2. Tugas Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim 

Tugas hakim dalam rangka penegakan keadilan hukum di Indonesia adalah 

menegakkan hukum dan keadilan melalui perkara yang dibebankan kepadanya 

berdasarkan pancasila, sehingga dari keputusan yang diambil bisa mencerminkan 

rasa keadilan bangsa dan masyarakat.
36

 Untuk menegakkan hukum dan keadilan, 

hakim memiliki kewajiban atau tanggung jawab. Kewajiban hakim sebagai 

lembaga peradilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memiliki tanggung jawab profesi dalam 

menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut bisa dibagi dalam 3 jenis, yaitu: 

a) Tanggung Jawab Moral 

Tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab yang sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan profesi hakim, baik 

yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kelembagaan. 

b) Tanggung Jawab Hukum 

Merupakan tuntutan hakim agar mampu melaksanakan tugasnya 

dengan tidak melanggar peraturan hukum yang ada 

c) Tanggung Jawab Teknis Profesi 

Merupakan tuntutan bagi hakim untuk menjalankan tugasnya secara 

profesional sesuai dengan teknis yang sesuai dengan bidangnya. Baik yang 

bersifat umum maupun khusus yang ada dalam lembaganya 

Tugas dan kewajiban pokok hakim di dalam bidang normatif telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, antara lain:
37
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 H Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Jakarta: Prenada Media, 2013), 167. 
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 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” 4. 
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a) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan orang (Pasal 

4 ayat (1)) 

b) Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan 

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, 

dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)) 

c) Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Pasal (10 

ayat (1)) 

d) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 

5 ayat (1)) 

Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim  

terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari 

Penggugat dan Tergugat, serta barang bukti yang terkumpul oleh berbagai 

pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim 

harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga 

ditemukan peristiwa atau fakta yang konkrit. Setelah menemuka peristiwa 

dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan 

hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. 

Apabila dasar-dasar hukum yang dikumpulkan oleh pihak-pihak yang 

berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat 

menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum tersebut sepanjang tidak 

merugikan pihak-pihak yang berperkara dalam peradilan.
38

 

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pertimbangan berarti pendapat 

tentang baik atau buruk. Hakim dalam hal memutus perkara harus bebas tidak 

boleh terpengaruh oleh pihak manapun. Hakim harus netral agar terjadi keadilan 

dalam putusan yang diputus oleh hakim. Jaminan kebebasan ini sudah diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24, yang berbunyi 

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
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menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Dalam pasal 

1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

juga ditegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia.” 

Pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan  tidak lain 

merupakan alasan hakim sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat, 

mengapa seorang hakim mengambil keputusan demikian,  maka Setiap alasan dan 

dasar pertimbangan harus dimuat di dalam putusan tersebut, sehingga menjadikan 

alasan tersebut memiliki nilai-ilai yang objektif.
39 

Seperti yang tercantum dalam 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan 

kehakiman dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Kehakiman, yang berbunyi bahwasanya “segala putusan selain harus 

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal-pasal Tertentu dari 

peraturan yang bersangkutan atau dari sumber-sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili.” 

Selain selain itu dalam memutus perkara hakim harus bertanggung jawab 

atas keputusan dan penerapan yang dibuatnya. Penerapan dan keputusan harus 

memuat pertimbangan hukum dari pejabat hakim yang didasarkan pada Alasan 

beserta dasar hukum yang benar dan tepat jenis putusan dibedakan menjadi dua 

yaitu.
40 

 

1. Putusan yang belum bersifat tetap   

Yaitu keputusan yang menurut ketentuan dalam Undang-Undang 

masih terbuka untuk menggunakan upaya mendukung yang bisa melawak 

usaha tersebut seperti pengajuan putusan banding dan kasasi. 

2. Putusan yang telah bersifat tetap 

Yaitu keputusan yang Telah memenuhi ketentuan Undang-Undang 

yang tidak ada lagi upaya untuk melawan putusan tersebut, putusan Ini tidak 
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dapat diganggu gugat titik di dalam putusan tetap ini terdapat tiga jenis 

kekuatan, yaitu: 

a) Mengikat, yaitu suatu putusan yang telah tetapkan dan diselesaikan oleh 

hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Kepastian hukum hakim 

merupakan prinsip umum yang diakui di dunia peradilan, maka putusan 

yang telah dijatuhkan itu harus dihormati oleh semua pihak. 

b) Bukti, yaitu putusan yang telah tetap masih bisa menjadi alat bukti 

sepanjang mengenai peristiwa yang ditetapkan oleh putusan. 

c) Eksekutorial, yaitu putusan yang memiliki kekuatan yang wajib di 

dilaksanakan bagi semua pihak. Bagi pihak yang kalah dalam perkara 

wajib mematuhi ketetapan yang telah ditentukan, bila tidak dilaksanakan 

maka putusan akan dilaksanakan dengan eksekusi menggunakan alat 

negara oleh juru sita pengadilan. 

C. Metode Penafsiran Hukum  

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau 

petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap 

peristiwa-peristiwa hukum konkrit.
41

 Penemuan hukum dilakukan oleh karena 

undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan 

harus menemukan hukumnya (rechtsvinding). Teori tentang penemuan hukum ini 

menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. 

Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang 

dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan 

oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah hukum melainkan 

sumber hukum.
42

 

Adapun macam-macam metode penemuan hukum oleh hakim yaitu:
43

 

a. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) 

Suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang 

terdapat pada undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam 

bahasa sehari-hari yang umum. Misalnya Peraturan perundang-undangan yang melarang 

orang menghentikan “Kenderaannya” pada suatu tempat. Kata kenderaan bisa ditafsirkan 
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beragam, apakah roda dua, roda empat atau kenderaan bermesin, bagaimana dengan 

sepeda dan lain-lain. Jadi harus diperjelas dengan kenderaan yang mana yang 

dimaksudkan. 

b. Metode Interprestasi secara historis  

Merupakan suatu metode penafsirkan undang-undang dengan cara melihat 

sejarah terjadinya suatu undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu yang pertama 

penafsiran menurut sejarah hukum (Rechts historische interpretatie) adalah suatu cara 

penafsiran dengan cara menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan hukum secara keseluruhan. Penafsiran menurut sejarah 

penetapan suatu undang-undang (Wethistoirsche interpretatie) yaitu penafsiran undang-

undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak  dibuat, 

perdebatan-perdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan 

dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. 

c. Metode interpretasi secara sistemati 

Merupakan suatu metode penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu 

dengan apasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau 

dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga 

kita memahami maksudnya, misalnya dalam pasal 1330 KUHPerdata menyatakan “Tidak 

cakap membuat persetujuan/perjanjian antara lain orang-orang yang belum dewasa”. 

Timbul pertanyaan : “Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum dewasa”. 

Untuk hal tersebut harus dikaitkan pada pasal 330 KUHPerdata yang mengatur batasan 

orang yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun. 

d. Metode Interpretasi secara Teleologis Sosiologis  

Merupakan suatu metode penafsiran yang mana makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan 

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-undang 

yang sudah tidak sesuai lagi disesuaikan dengan keadaan sekarang untuk memecahkan 

atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan masyarakat. Peraturan yang lama dibuat 

aktual. Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di 

Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan 

perundang-undangan dalam tatanan Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para 

hakim sesuai kondisi sosial suatu daerah.  

e. Metode Intepretasi secara Authentik (Resmi)  

Merupakan suatu metode penafsiran yang resmi yang diberikan oleh pembuat 

undang-undang tentang arti kata-kata yang digunakan dalam Undang-undang tersebut. 
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Contoh : Dalam Titel IX Buku I KUHP memberi penjelasan secara resmi (authentik) 

tentang arti beberapa kata/sebutan didalam KUHP. Seperti dalam Pasal 97 KUHP yang 

dimaksud “sehari” adalah masa yang lamanya 24 jam, “sebulan” adalah masa yang 

lamanya 30 hari, tetapi tafsiran dalam Titel IX Buku I KUHP ini tidak semestinya berlaku 

juga untuk kata-kata yang dipergunakan oleh peraturan pidana diluar KUHP artinya 

Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong hukum saja melainkan harus aktif mencari 

dan menemukan hukum itu sendiri dan menmsosialisasikannya kepada masyarakat. 

f. Metode interpretasi secara ekstentif  

Merupakan metode penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang 

terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. 

Contoh : Bahwa Jurisprudensi di Nederland “Menyambung” atau “menyadap” aliran 

listrik dapat dikenakan pasal 362 KUHP artinya Jurisprudensi memperluas pengertian 

unsur barang (benda), dalam pasal 362 KUHP. 

g. Metode Interpretasi Restriktif 

Merupakan metode penafsiran yang membatasi/mempersempit maksud suatu 

pasal dalam Undang-undang seperti : Putusan Hoge Road Belanda tentang kasus Per 

Kereta Api “Linden baum” bahwa kerugian yang dimaksud pasal 1365 KUHPerdata juga 

termasuk kerugian immateril yaitu pejalan kaki harus bersikap hati-hati sehingga pejalan 

kaki juga harus menanggung tuntutan ganti rugi separuhnya (orang yang dirugikan juga 

ada kesalahannya)  

h. Metode interpretasi Analogi 

Merupakan suatu metode penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan 

memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya 

sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai 

dengan bunyi peraturan tersebut.  

i. Metode interpretasi argumentus a contrario 

Merupakan metode penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara 

peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. 

Berdasarkan perlawanan ini ditarik suatu kesimpulan bahwa perkara yang dihadapi tidak 

termasuk kedalam pasal tersebut melainkan diluar peraturan perundang-undangan. 

Scolten mengatakan bahwa tidak hakekatnya pada perbedaan antara menjalankan 

Undang-undang secara analogi dan menerapkan Undang-undang secara argumentum a 

contrario hanya hasil dari ke 2 menjalankan undang-undang tersebut berbeda-beda, 

analogi membawa hasil yang positip sedangkan menjalankan undang-undang secara 

Argumentus a contrario membawa hasilyang negatif. Contoh: Dalam pasal 34 



24 

 
 

KUHPerdata menyatakan bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikah lagi 

sebelum lewat suatu jangka waktu tertentu yaitu 300 hari sejak perceraian dengan 

suaminya. Berdasar Argumentus a contrario (kebalikannya) maka ketentuan tersebut tidak 

berlaku bagi lelaki/pria. 

Menurut Asas hukum Perdata (Eropa) seorang perempuan harus menunggu 

sampai waktu 300 hari lewat, sedangkan menurut Hukum Islam dikenal masa iddah yaitu 

100 hari atau 4 x masa suci karena dikhawatirkan dalam tenggang waktu tersebut masih 

terdapat benih dari suami terdahulu. Apabila ia menikah sebelum lewat masa iddah 

menimbulkan ketidak jelasan status anak yang dilahirkan dari suami berikutnya 

D. Sejarah dan Konsep Gender 

Dalam sejarahnya gerakan gender dilakukan pertama kali di Eropa dan 

Amerika pada abad ke-19 dengan tuntutan kaum perempuan memiliki hak suara 

dalam pemilu. Setelah berhasil dalam menuntut pemberian hak suara di dalam pemilu, 

para aktivis gender berlanjut pada gerakan dengan upaya perbaikan nasib kaum 

perempuan agar mendapatkan persamaan hak sosial budaya dan pembebasan dari 

diskriminasi. Dengan slogan yang terkenal dalam kaum feminis tersebut adalah 

“personal is political”. Pada akhirnya terus bergulir dan merambah ke daerah-daerah 

yang lebih substansial, seperti menjadi politisi di parlemen dan struktur dalam 

pemerintahan, kesetaraan dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan dan lain 

sebagainya. Namun semenjak tahun 1977, penggunaan istilah gender mulai 

mengemuka, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi menggunakan istilah 

lama, seperti Patriarchal sexist, atau feminis. Mereka lebih memilih jargon baru yaitu 

gender discourse.
44

 

Istilah gender pada awalnya diperkenalkan pertama kali oleh Robert Stoller 

pada tahun 1968 untuk membedakan ciri-ciri manusia yang didasarkan pada definisi 

yang bersifat sosial budaya dengan mendefinisikan gender berasal dari ciri-ciri fisik 

biologis. Selain itu tokoh yang berjasa juga dalam mengembangkan istilah dan 

pengertian gender adalah Ann Oakley. Dia sependapat dengan pemaknaan gender 

sebagai pembedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan.
45

 

Gender dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Inggris. 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia istilah gender dan sex sama-sama memiliki arti 
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jenis kelamin. Hubungan ini memang lebih menekankan hubungan laki-laki dan 

perempuan secara anatomis, dalam hal ini yang perlu dipahami dalam rangka 

membahas konsep gender adalah bagaimana membedakan konsep gender dan konsep 

sex atau jenis kelamin.
46

 

Seperti yang dijelaskan oleh Oakley dalam “sex, Gander and Society,” 

Mengungkapkan bahwa gender adalah “behavior differences between women and men 

that are socially constructed-created by men and women themselves; therefore they 

are matter of culture”. Artinya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan 

yang merupakan Socially constructed atau konstruks sosial, yakni perbedaan yang 

bukan karena ciptaan tuhan atau kodrat, melainkan diciptakan oleh manusia melalui 

proses sosial budaya yang panjang sedangkan perbedaan biologis menurut jenis 

kelamin atau sex adalah sebuah kodrat Tuhan yang bersifat permanen dan secara luas 

berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh Caplan di dalam bukunya The Culture 

Construction Of Sexuality, juga memperkuat pesan di atas bahwa perbedaan perilaku 

laki-laki dan perempuan selalu berkaitan secara biologis, bahkan sebagian besar justru 

terbentuk melalui proses kultural dan proses sosial. Oleh karena itu konsep gender 

dapat berubah sewaktu-waktu, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara itu jenis kelamin 

atau sex secara Biologis tidak akan berubah.
47

 

Sex merupakan jenis kelamin baik dari laki-laki maupun perempuan yang 

telah ditetapkan oleh Tuhan atau kodrat Tuhan. Oleh karena itu, sex tidak dapat 

diubah atau dipertukarkan. Sedangkan gender merupakan perbedaan peran antara laki-

laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat sehingga gender belum tentu 

sama di masing-masing tempat dan gender juga dapat berubah dari waktu ke waktu.  

Selain itu, gender juga berkaitan dengan proses keyakinan yang membedakan 

peran laki-laki dan perempuan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, 

dan perbedaan ketentuan sosial budaya di tempat mereka. Dengan demikian, gender 

dapat diartikan sebagai pembeda peran fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan 

perempuan dan yang dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial budaya dan bisa diubah 

sesuai perkembangan zaman. 

Dalam konsep lain, sex merupakan atribut biologis yang melekat secara kodrat 

Tuhan misalnya laki-laki adalah makhluk yang memiliki alat kelamin berupa penis, 
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dan dapat memproduksi sperma.  sedangkan perempuan merupakan makhluk yang 

memiliki Alat kelamin berupa vagina, memiliki rahim, dan dapat memproduksi sel 

telur.  Sedangkan gender merupakan atribut yang melekat terhadap laki-laki dan 

perempuan yang dikonstruksi oleh sosial maupun kultural. Sehingga Laki-laki 

dianggap kuat, rasional, maskulin, penentu kebijakan, perkasa dan 

dominasi. Sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, cantik, emosional feminis 

dan keibuan. Sifat-sifat tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu.
48

 

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar 

mengenai pemaknaan sex dan gender. Sex atau jenis kelamin lebih dominan pada 

aspek biologis. Sedangkan konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab 

antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat pandangan masyarakat dan dapat 

berubah secara periodik dari waktu ke waktu oleh keadaan sosial dan budaya dalam 

masyarakat. 

E. Teori Bias Gender 

Bias gender merupakan kondisi dimana terjadi kesenjangan saat salah satu 

jenis kelamin digambarkan tidak setara. Penggambaran ketidaksetaraan ini mengarah 

pada munculnya keunggulan pada salah satu jenis kelamin. Laki-laki lebih sering 

diunggulkan daripada perempuan, menunjukkan bahwa penggambaran identitas laki-

laki dan perempuan lebih mengarah pada perspektif ideologi patriarki. Berdasarkan 

analisis sesuai elemen semiotika C.S Pierce, menunjukkan bahwa masih kuatnya 

ideologi patriarki yang melekat pada penggambaran subtansi buku dan memuat nilai-

nilai yang mengarah pada bias gender. Feminisme berbagai aliran yang telah muncul 

di atas tentu disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak sama karena perbedaan sosio 

kultural. Akan tetapi, pada intinya ialah adanya ketimpangan gender antara laki-laki 

dan perempuan. Ketimpangan tersebut baik disadari maupun tidak terbentuk dalam 

berbagai model seperti marginalisasi, subordinasi, pelabelan (stereotipe) dan 

kekerasan.
49

 

a. Marginalisasi 

  Ialah suatu kondisi dimana perempuan tidak terlalu diperhatikan 

keberdaannya dibandingkan laki-laki. Perempuan dianggap tidak penting 
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daripada laki-laki. hal ini dapat dilihat dalam keadaan rumah tangga ketika 

laki-laki lebih diistimewakan daripada perempuan, pekerjaan, masyarakat 

maupun budaya hingga negara. Deskriminasi ini dapat dilandasi oleh adat 

istiadat maupun tafsir agama. 

b. Subordinasi 

  Ialah kondisi dimana pandangan umum memposisikan perempuan di 

bawah laki-laki. Maksudnya ialah laki-laki harus berada di atas perempuan 

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik di lingkup keluarga, 

lingkungan, masyarakat, maupun negara. Perempuan dianggap sebagai 

penganut apa yang telah diputuskan oleh laki-laki bahkan yang berkaitan 

dengan diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan perempuan secara umum 

dipandang dari sisi emosional mereka tanpa memperdulikan sisi rasional yang 

dimiliki. 

c. Stereotipe 

  Stereotipe atau pelabelan terjadi akibat adanya ketimpangan gender. 

Stereotipe ialah anggapan yang telah mengakar kuat dalam pandangan 

masyarakat tentang suatu hal atau kelompok tertentu. Stereotipe gender 

merefleksikan kesan yang memberi keyakinan atas apa yang pantas dan tidak 

pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Berangkat ke kantor, selalu 

dilayani, tegas, bermain bola, dan lain sebagainya yang biasa melekat pada 

laki-laki disebut stereotipe laki-laki, Stereotipe perempuan mengacu pada 

kegiatan rumah tangga, pengasuhan, bermain pasar-pasaran, lemah gemulai, 

cengeng, dan sebagainya yang biasa melekat pada perempuan. Faktanya, tidak 

semua laki-laki dapat berlaku tegas, begitu pun dengan permpuan tidak 

selamanya selalu cengeng. Inilah yang dinamakan stereotipe gender yang 

menrugikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. 

d. Kekerasan 

  Menurut Fakih kekerasan yang disebabkan oleh bias gender dapat 

dikategorikan menjadi delapan jenis kekerasan, baik psikis maupun fisik. 

Pertama berupa kekerasan terhadap organ seksual, baik berupa penyunatan, 

penyimpangan hubungan seksual, hingga penyiksaan organ seksual.
50

 Kedua 

kekerasan terhadap fisik, seperti memukul, menyiksa, dan lain sebagainya 
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yang berkaitan dengan luka fisik. Ketiga pelacuran. Kekempat pemerkosaan, 

bahkan dalam pernikahan. Kelima pornografi, baik dalam bentuk media cetak 

maupun media online. Keenam kekerasan terselubung, misalnya memegang 

atau menyentuh daerah sensitif perempuan tanpa kerelaan si pemilik. Ketujuh 

sterilisasi kepada ibu-ibu rumah tangga guna mendukung program keluarga 

berencana. Kedelapan pelecehan seksual, seperti melontarkan lelucon vulgar 

kepada seseorang, mengintrogasi kegiatan seksualnya, dan sebagainya. 

F. Undang-Undangan Tentang Gender dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum 

Persamaan hak dan kedudukan mencakup persamaan hak dihadapan hukum 

antara laki-laki dan perempuan. Berikut ini adalah jabaran dan instrumen hak-hak 

perempuan atas persamaan di hadapan hukum yang berkaitan perundang-undangan. 

1. Undang-Undang Dasar 194 

 Perlindungan hak perempuan atas kesamaan dihadapan hukum, diakui 

dalam Konstitusi tertulis Indonesia, yaitu tertulis dalam Undang-Undang Dasar 

pasal 28 D yang berbunyi sebagai berikut, “semua orang berhak atas 

pengakuan,  jaminan,  perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan 

perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
51

 Pada pasal ini menggunakan kata 

“setiap orang” memiliki arti bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum 

berlaku bagi setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tanpa 

membedakan jenis kelamin. Kemudian di dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan 

bahwa “seluruh warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya didalam 

hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali.
52

 Dalam 

pasal ini juga dijelaskan bahwa istilah seluruh warga negara Indonesia yang 

berarti kedudukan didalam hukum dan pemerintahan tidak mengenal 

perbedaan jenis kelamin maupun gender. 

Prinsip persamaan di hadapan hukum dalam UUD 1945 merupakan 

prinsip mutlak dalam prespektif HAM. Prinsip ini memberikan tumpuan 

bawhasanya penegakan hukum tanpa membeda-bedakan atau pandang bulu 

dan harus sama hadapan hukum. Adanya sebuah hukum bertujuan untuk 

membuat masyarakat merasakan keamanan dan patuh terhadap hukum yang 
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ada, sehingga dapat memberikan perlindungan yang efektiif dalam 

mewujudkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum 

itu sendiri lahir sebagaimana penegak hukum menjalankan tugas dan 

pemerintahannya memberikan sanksi kepada pelaku dengan sesuai dengan 

hukman yang didapatkan.
53

 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 17 

dinyatakan bahwa “setiap orang tanpa  terkecuali berhak untuk mendapatkan 

keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan”.
54

 

Dalam pasal ini Merupakan Perwujudan dari deklarasi universal hak asasi 

manusia yang menyatakan bahwa hak keadilan merupakan hak asasi yang 

melekat terhadap setiap manusia.  Pasal ini juga menyatakan bahwa istilah dari 

“setiap orang” memiliki arti bahwa berlaku bagi seluruh laki-laki maupun 

perempuan tanpa adanya diskriminasi apapun untuk  memperoleh keadilan 

hukum. 

Selain itu, dalam pasal 29 ayat (2) dijelaskan bahwa “setiap orang 

berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja 

ia berada.” Maksud “setiap orang” berarti setiap manusia baik laki-laki 

maupun perempuan tidak dibatasi oleh sekat-sekat apapun, termasuk gender. 

Hal ini dipertegas dalam UU HAM, yang menyebutkan bahwa “Hak wanita 

dalam undang-undang ini termasuk hak asasi manusia”.
55 

Dalam pasal ini 

memperjelas bahwa kedudukan wanita dijamin haknya secara penuh dalam 

undang-undang ini, termasuk haknya untuk memperoleh kesamaan dihadapan 

hukum. 

Penjelasan lebih spesifik mengenai kesamaan hak wanita di depan 

hukum, diatur dalam Pasal 50, yang selengkapnya berbunyi “wanita yang 

telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan 

hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”.
56 

Hal ini 

memperkuat bahwa wanita memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum 
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atas kehendaknya sendiri. Menurut Prof. Muladi Pembatasan menurut hukum 

agama yang tercantum dalam pasal tersebut, yaitu perwujudan dari 

pemahaman partikularistik relatif yang merupakan pemahaman jaminan 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia.
57 

 

3. Penghapusan Pasal 108 dan 110 BW  (Burgerlijk Wetboek) dalam Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 

Perlindungan hak wanita atas kesamaan dihadapan hukum merupakan 

terobosan atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963. Surat 

Edaran tersebut menghapus pasal-pasal yang dianggap tidak relevan lagi 

dengan kehidupan bernegara. Salah satu pasal yang dihapus adalah tentang 

wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk 

menghadap dimuka pengadilan yang tertuang dalam pasal 108 dan pasal 110 

KUHPer (Burgerlijk Wetboek). Pasal 108 dan 110 KUHPer menyatakan 

bahwa wanita yang bersuami tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum 

dan menghadap di muka pengadilan tanpa adanya izin atau bantuan dari 

suami. Dalam pasal 1 Surat Edaran tersebut berbunyi, “Sebagai konsekuensi 

dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi 

antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek yakni Pasal 108 dan 

110 KUHPerd. Tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan 

hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa izin atau bantuan dari 

suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara 

semua warga negara Indonesia.” Dengan adanya surat edaran ini, hak wanita 

untuk dapat melakukan perbuatan hukum bisa terjamin oleh peraturan 

perundang-undangan yang sedang berlaku.
58

 

Dengan diakomodirnya ketentuan atau pengaturan mengenai 

perlindungan hak wanita atas kesamaan dihadapan hukum dalam Peraturan 

perundang-undangan Indonesia merupakan konsekuensi logis dari dianutnya 

prinsip negara hukum oleh Indonesia. Hal ini tertuang secara tegas dalam 

ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dimana, salah satu elemen terpenting 

yang menopang berdirinya sebuah negara hukum adalah adanya jaminan dan 
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perlindungan terhadap kesamaan dihadapan hukum.
59

 Indonesia sudah 

mempunyai undang-undang mengenai hak asasi manusia yaitu UU No. 39 

Tahun 1999 dan sebagai bentuk keseriusan pemerintahan Indonesia dalam 

upaya menjamin dan melindungi hak-hak perempuan.  

4. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 

Berdaasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, mempunyai 

kewajiban untuk memberikan keadilan gender dan perlindungan terhadap 

perempuan. Sebagai wujud perlindungan tersebut, di Indonesia telah diatur 

beberapa undang-undang yang terkait dengan upaya memberikan keadilan dan 

perlindungan terhadap perempuan, yaitu Undang-undang Tentang HAM, 

Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang 

Tentang Anti Pornografi dan Porno Aksi. Bahkan, sebagai penguatan dalam 

aspek hukum, pemerintah dalam hal ini diwakili Mahkamah Agung telah 

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, tujuannya 

tidak lain adalah untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara 

dalam memperoleh keadilan. Adapun yang diatur dalam PERMA No. 3 tahun 

2017 sebagai berikut: 

a. Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 Hakim dalam menangani perkara 

Perempuan yang berhadapan dengan hukum berlandaskan pada asas:
60

 

 Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 

 Non diskriminasi; 

 Kesetaraan gender; 

 Persamaan di depan hukum; 

 Keadilan; 

 Kemanfaatan; dan 

 Kepastian hukum. 

b. Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2017 memiliki tujuan agar hakim:
61
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 Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2; 

 Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga 

mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; 

 Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam 

memperoleh keadilan. 

c. Pasal 4 dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan 

Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi 

Takta persidangan:
62

 

 Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang 

 Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses 

keadilan;  

 Diskriminasi; 

 Dampak psikis yang dialami korban; 

 Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; 

 Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan 

riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. 

d. Dalam Pasal 5 pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 

hakim tidak boleh:
63

 

 Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang 

merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum; 

 Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan 

menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional 

lainnya menggunakan penafsiran ahli yang bias gender,  

 Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai 

pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar 

untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; 

dan  

 Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung 

stereotip gender 
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e. Pasal 6 hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan 

Hukum:
64

 

 Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam 

peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;  

 Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau 

hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender; 

 Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, 

perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan 

 Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian perjanjian 

internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi 

Perma ini secara lebih luas mengatur tentang pedoman hakim dalam 

mengadili perkara, baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan, 

keberadaannya sangat diperlukan terutama dalam peradilan yang menangani 

permasalahan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan hukum. 

Dari penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa perempuan 

merupakan subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum, 

dan ketentuan mengenai ketidakcakapan perempuan dalam melakukan 

perbuatan hukum, seperti yang tertera dalam KUHPer sudah tidak berlaku lagi, 

karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia yang 

merdeka dan menjunjung tinggi keadilan bagi warga negaranya baik laki-laki 

maupun perempuan tanpa adanya diskriminasi. 
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BAB III 

DATA PENELITIAN 

 

A. Kronologi Kasus  

Akhir-akhir ini lembaga peradilan dan aparatur penegak hukum menjadi 

sorotan, terutama dalam kasus hukum yang merugikan kepentingan masyarakat, 

bangsa dan negara. Seperti dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang Jaksa 

muda yaitu Pinangki Sirna Malasari. Pinangki yang saat itu masih menjabat sebagai 

seorang Pegawai Negri atau Penyelenggara Negara dengan Jabatan Fungsional Jaksa 

yang menjabat sebagai Struktural Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II 

pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik 

Indonesia berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia, telah terlibat 

dalam kasus tindak pidana korupsi terkait suap, pencucian uang, dan permufakatan 

jahat.
65

  

Kronologi kasus ini bermula pada bulan September 2019 yang mana pelaku 

berencana untuk mengembalikan Djoko Tjandra ke Indonesia, dengan melalui fatwa 

dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung, Melalui pelaksanaan putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK)  Nomor 30/PUU-X IV/2016, dengan berargumen bahwa 

Putusan Peninjauan Kembali (PK)  Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus  Cessie 

Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Djoko Tjandra 

tidak dapat dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanyalah keluarga 

atau terpidana. Atas usulan pelaku untuk mendapatkan fatwa Mahkamah Agung 

tersebut, Djoko Sugiarto Tjandra menyetujuinya termasuk menyetujui biaya-biaya 

yang diusulkan untuk memperoleh fatwa Mahkamah Agung. karena Pinangki 

merupakan seorang Jaksa, Joko Sugiarto Tjandra tidak bersedia bertransaksi dengan 

pinangki yang berkaitan dengan fatwa Mahkamah Agung oleh karena itu pinangki 

akan menghadirkan orang sewaan yaitu Andi Irfan Jaya yang akan bertransaksi 

dengan Joko Sugiarto Tjandra dalam hal  mengurus fatwa ke Mahkamah Agung 

(MA). Kemudian Pinangki menyampaikan kepada Joko Sugiarto Tjandra Akan 

membuat proposal tentang rencana pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.
66
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Pinangki pada bulan September 2019 bersama Anita Kolopaking bertemu 

dengan Rahmat selaku penghubung antara Pinangki dan Djoko Sugiarto Tjandra. 

Pinangki meminta kepada Rahmat untuk dipertemukan dengan Djoko Sugiarto 

Tjandra. Rahmat menindaklanjuti hal tersebut dan menyampaikan kepada Djoko 

Sugiarto Tjandra. Rahmat mengatakan ada jaksa yang disebut dapat membantu 

mengurus permasalahan hukum yang menjeratnya. Djoko Tjandra menyetujui 

permintaan untuk bertemu setelah melihat foto Pinangki dengan menggunakan 

seragam kejaksaannya. Selanjutnya pada bulan  November 2019, Pinangki bersama-

sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya sebagai 

pengacara yang akan membantu pengurusan hal tersebut yang telah dijanjikan oleh 

Pinangki kepada Djoko Sugiarto Tjandra untuk  menemuinya, Pertemuan itu 

dilakukan di kantor Djoko Tjandra the exchange 106  Kuala Lumpur Malaysia. Pada 

pertemuan tersebut Pinangki dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan 

penjelasan mengenai rencana berupa Action Plan yang diajukan kepada Joko Sugiarto 

Tjandra. Dengan menggunakan sarana fatwa Mahkamah Agung (MA) melalu 

kejaksaan Agung untuk dapat melakukan tinjaun Putsan MK Nomor 33/PUU-

IV/2016. Agar pidana penjara yang diterima Joko Soegiarto Tjandra pada ptusan PK 

No 12 tanggal 11 juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga Joko Soegiarto Tjandra 

dapat kembali ke Indonesia tanpa harus terhalang melaksanakan pidana yang 

diterimanya. Adapun isi Action Plan tersebut berisi:
67

 

N

o  

Aksi Pihak yang 

bertanggun

g jawab  

Status  Memula

i 

Mengakhir

i 

Catatan  

1  Penandatangana

n security depsit 

(akta kuasa 

manual) 

Pihak JC 

IR 

10. draft 

diajukan 

IR untuk 

persetujua

n JC 

11. Objek 

diajukan 

JC untuk 

13 Feb 23 Feb Tidak 

terlaksana 
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persetujua

n IR 

12. 

Penanda 

tanganan 

APHT/K

M 

 

(catatan 

terlaksana) 

 

2 Pengiriman 

surat pengacara 

KPD BR 

IR 

AK 

Catatan 

terlaksana 

24 Feb 25 Feb  

3 BR 

mengirimkan 

surat KPD HA 

IR 

P 

Catatan 

terlaksana 

25 Feb 1 Mar  

4 Pembayarab 

25% konsultan 

FEE P (USD 

250.000)  

JC Catatan 

terlaksana 

1 Mar 5 Mar Tidak 

terlaksana 

5 Pembayaran 

Konsultan 

JC Catatan 

terlaksana 

1 Mar 5 Mar  

6  HA menjawab 

Surat HR 

HA/DK/A

K 

Catatan 

terlaksana 

6 Mar 16 Mar  

7 BR menerbitkan 

intruksi terkait 

surat HA 

IF/P Catatan 

terlaksana 

16 Mar 26 Mar Bayar 

nomor 4,5 

8 Security deposit 

cair (USD 

10.000.000) 

JC Catatan 

terlaksana 

26 Mar 5 Apr Tidak 

terlaksana 

9 JC kembali ke P/IR/JC Catatan Apr May Bayar 
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Indonesia terlaksana 10M 

10 Pembayaran 

konsultan FEE 

25% P (USD 

250.000 USD) 

JC Catatan 

terlaksana 

May Jun Terlaksan

a  

 

Action Plan tersebut berisi tentang rencana tindakan serta biaya yang 

digunakan untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung 

sebanyak USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat), namun Djoko 

Tjandra hanya menyanggupi untuk membayar sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta 

dolar Amerika Serikat). Setelah kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam  action 

plan tersebut Joko Sugiarto Tjandra membayarkan down payment atau DP kepada 

Pinangki  melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD. 500.000 (lima ratus ribu dolar 

Amerika Serikat)  namun pada pelaksanaannya tidak ada satupun dari rencana terebut 

yang terlaksana, sehingga Djoko Sugiarto Tjandra pada bulan desember 2019 

membatalkan Action Plan dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari 

action plan tersebut dengan tulisan “NO”.
68

 

Pinangki kemudian memberikan uang sebesar USD50.000 (lima puluh ribu 

dolar Amerika Serikat) kepada Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Dari pemberian 

uang tersebut maka pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 pinangki 

menukarkan sejumlah mata uang dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 (tiga 

ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) menggunakan nama 

orang lain yang bertujuan agar dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal mula 

harta kekayaannya yang didapatkan dari hasil suap tersebut. Pinangki kemudian 

menukarkan sisa uang pemberian Djoko Sugiarto Tjandra melalui sopirnya Sugiarto 

dan Beni Sastrawan.
69

 Uang hasil penukaran itu lalu digunakan Pinangki untuk 

membeli sebuah mobil BMW X-5, membayar dokter kecantikan di Amerika Serikat, 

dan membayar sewa apartemen atau hotel di kota NewYork Amerika Serikat. Selain 

itu, Pinangki juga menggunakan uang tersebut untuk pembayaran dokter home care, 
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pembayaran kartu kredit dan transaksi lain untuk kepentingan pribadi serta 

pembayaran sewa apartemen essence Darmawangsa dan apartemen Pakubuwono 

Signature yang menggunakan cash atau menggunakan tunai. Kepala pusat penerangan 

hukum atau kapuspenkum kejaksaan agung,  Hari Setiono Mengatakan bahwasanya 

atas perbuatan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. Tersebut patut 

diduga sebagai perbuatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak 

pidana korupsi.
70

 

B. Dakwaan dan Tuntutan 

A. Surat Dakwaan  

Istilah surat dakwaan digunakan secara resmi dalam Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1981 KUHAP. Sebelumnya surat dakwaan disebut dengan surat 

tuduhan yang beraitan dengan Hukum Acara pidana sebagai terjemahan dari 

telastelegging. Surat dakwaan sendiri adalah suatu akta yang dibuat oleh Jaksa 

Penuntut Umum yang membuat rancangan tindak pidana yang didakwakan 

terhadap terdakwa pada suatu waktu dan tempat tertentu dan merupakan dasar 

pertimbangan hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara pidana di 

pengadilan.
71

 

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat 

oleh Jaksa Penuntut Umum dan diajukan kepada pengadilan maka demikian 

dengan adanya surat dakwaan maka ruang lingkup pemeriksaan kasus setelah 

dibatasi Dan jika dalam pemeriksaan tersebut terjadi penyimpangan dari surat 

dakwaan, maka hakim ketua berwenang untuk memberikan teguran terhadap 

Jaksa atau penasehat hukum tersangka. Surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan 

di awal Sidang mempunyai fungsi sebagai berikut.
72

 

a. Berguna untuk jaksa penuntut umum dalam upaya menyajikan dan 

mengungkapkan untuk menyusun surat tuntutan atau requisitoirnya. 

Demikian pula dalam melaksanakan upaya hukum harus selalu didasari 

dengan surat dakwaan. 
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b. Terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi dan pembelaan Aan atau 

play-doh tidak boleh menyimpang dan harus selalu berdasarkan kepada 

surat  dakwaan. 

c. Majelis hakim dalam melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan 

upaya dalam upaya pembuktian harus selalu didasari surat dakwaan.  

Bentuk-bentuk surat dakwaan sebagai berikut.
73

 

a. Surat Dakwaan Tunggal  

Surat dakwaan tunggal yaitu seorang atau lebih melakukan satu 

perbuatan yang melawan hukum 

b. Surat Dakwaan Alternatif 

Surat dakwaan alternatif adalah surat dakwaan 

yang  mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai 

dengan  Adanya kata “ATAU” contohnya pencurian biasa 362 KUHP 

ATAU Penadahan 480 KUHP. Van Bammelen mengatakan di dalam buku 

yang ditulis oleh Andi Hamzah yang berjudul Pengantar Hukum Acara 

Pidana Indonesia bahwa, dalam hal dakwaan alternatif sesungguhnya 

dakwaan tersebut masing-masing saling mengecualikan satu sama lain. 

Hakim dapat memilih dakwaan mana yang menyatakan terbukti Sesuai. 

c. Surat Dakwaan Kumulatif 

Dakwaan kumulatif adalah, sebagaimana yang telah diatur dalam 

pasal 141 KUHAP, bahwa penuntut umum dapat melakukan 

penggabungan perkara dan terdapat dalam satu surat dakwaan, di dalam 

waktu yang sama atau  hampir bersamaan. 

d. Surat Dakwaan Subsidair  

Dakwaan subsidair merupakan dakwaan yang diurutkan mulai dari 

yang paling berat sampai dengan yang paling ringan, surat dakwaan ini 

digunakan dalam tindak pidana yang  di Atur dalam pasal lain dalam 

KUHP, contohnya: Di dalam kasus pembunuhan secara berencana 

lazimnya menggunakan paket dakwaan primer  pasal 340 KUHP, 

dakwaan subsidair  pas  338 KUHP dan lebih subsider pasal 355 

KUHP. Dalam prakteknya dakwah sejarah dapat dikatakan sebagai 
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dakwaan alternatif, karena dakwaan dituntut oleh penuntut umum menurut 

bentuk  subsidair Artinya tersusun primer dan subsidair. 

Atas perbuatannya, dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun 

secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiairitas, Dalam perkara 

tindak pidana korupsi JPU menuduh Pinangki melanggar dakwaan sebagai 

berikut:
74

 

Kesatu. Primair: Melanggar pasal pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf a 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 

20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.    

Subsidair:  melanggar pasal 11 undang-undang nomor 31  tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20  tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.   

Kedua. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.   

Ketiga. Primair: Pinangki melanggar pasal 15 Jo  pasal 5 ayat 1 huruf a 

Undang-Undang Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP.   

Subsidair: melanggar pasal 15 Jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP.  

B. Tuntutan  

Definisi penuntutan tercantum Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP yang 

berbunyi “Penuntutan adalah bentuk tindakan untuk melimpahkan suatu perkara 

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang 

                                                           
 

74
 “Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI,” 139. 



41 

 
 

telah diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.
75

 Jaksa Penuntut Umum berwenang 

melakukan penuntutan seperti yang telah diatur dalam Pasal 137 KUHAP bahwa 

Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang 

didakwa melakukan suatu tindak pidana didalam wilayah hukumnya dengan 

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili.
76

 Adapun 

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu sebagai berikut:
77

 

1. Bahwa terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari selaku pegawai negeri atau 

penyelenggara negara pada Kejaksaan Agung, tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur  dan diancam 

pidana di dalam dakwaan kesatu timer yaitu melanggar pasal 5 ayat 2 Jo Pasal 

5 ayat 1 huruf a A undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan 

undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 

Nomor 31 tahun 1999 dan   dakwaan ketiga primair yaitu melanggar pasal 15 

Jo Pasal 5 ayat 1 huruf A undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan 

undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang 

Nomor 31 tahun 1999. 

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu Dr. Pinangki Sirna Malasari dari 

dakwaan sebagaimana yang dijelaskan di atas. 

3. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari Telah terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana korupsi yang telah diatur dan diancam pidana dalam 

dakwaan kesatu subsidair yaitu itu melanggar pasal 11 undang-undang nomor 

31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana 

yang telah diubah di dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 

tindak pidana korupsi dan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 3 undang-

undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana pencucian uang dan dakwaan yang ketiga subsidair yang melanggar 
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pasal 15 Jo pasal 13 undang-undang Nomor 31  tentang pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari dengan 

pidana penjara selama 4 tahun penjara dikurangi masa tahanan selama 

berdakwah dalam  masa  penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap 

ditahan dalam rumah tahanan negara atau  rutan. 

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Dr. Pinangki Sirna Malasari sebesar Rp. 

500.000.000,00. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti 

dengan Pidana kurungan selama 6 bulan. 

C. Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim 

Suatu peradilan berakhir apabila telah  melewati putusan akhir (vonis). Hakim 

menyatakan pendapatnya didalam putusan itu tentang apa yang telah dipertimbangkan 

dalam putusannya sebagaimana diatur didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP yang 

berbunyi “Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini. Semua catatan pelaksanaan pengambilan keputusan dicantumkan dalam 

buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku 

tersebut sifatnya rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (7) KUHAP. 

Dinyatakan dengan tegas bahwa pengambilan keputusan didasarkan kepada surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Pasal 191 

KUHAP. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
78

 

Dengan diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis 

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri DKI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN 

Jkt.Pst dan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/Pid.Sus/ TPK/2021/PT. DKI 

mendapatkan putusan sebagai berikut. 

1. Amar Putusan Pengadilan Negeri DKI Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. 
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Telah menyatakan bahwa pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 38/Pid.Sus-

TPK/2021/PN Jkt.Pst yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 79

 

a. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna malasari, SH., MH. Tidak terbukti 

secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana yang telah 

didakwa kan di dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer  

b. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan kesatu primer dan ketiga primer. 

c. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna malasari, SH., MH. Terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang 

telah di  dakwakan dalam dakwaan ke satu  subsidair dan pencucian 

uang  yang telah didakwakan dalam dakwaan an kedua dua dan 

permufakatan jahat Untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 

yang tertera dalam dakwaan ketiga subsidair  

d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 

tahun denda sebesar Rp600.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. 

e. Menetapkan masa penahanan yang telah dilewati oleh terpidana dikurangi 

seluruhnya dari pidana yang ditetapkan. 

2. Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 10/Pid.Sus/ TPK/2021/PT. DKI 

Menimbang bahwasanya pengadilan tindak pidana korupsi pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan yang Amar 

putusannya berbunyi sebagai berikut:
80

 

a. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan 

dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga Primair. 

b. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primer 

dan ketika primer. 

c. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari Terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana  yang 

tercantum dalam dakwaan kesatu subsidair dan pencucian uang sebagaimana 

Dalam dakwaan kesatu dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam 
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dakwaan kedua dan permuakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 

korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga  subsidair. 

d. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana 

penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah)  benda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana 

kurungan selama 6 bulan. 

e. Menetapkan waktu penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi 

sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

f. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
81

 

g. Memrintahkan barang bukti untuk dirampas oleh Negara dan digunakan 

sebagai barang bukti pada kasus djoko Tjandra 

h. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar 

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). 

Atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa 

melakukan  pengajuan banding melalui penasehat hukum terdakwa dan dan penuntut 

umum pada tanggal 15 Februari 2021, yang menyatakan bahwasannya dari fakta-fakta 

hukum yang diperoleh dari berbagai keterangan saksi baik yang memberatkan 

maupun yang meringankan dan dari keterangan para ahli dan keterangan terdakwa 

serta dengan adanya barang-barang putih yang terurai dalam berita acara sidang dan 

termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, di dalam hubungannya satu 

sama lain ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana yang telah 

didakwakan penuntut umum di dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua 

dan dakwaan ketika  subsidair dan tidak ternyata adanya fakta hukum 

sebagai  penimbang alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan 

terdakwa Dari Pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus 

dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana. 

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis  Hakim tingkat banding 

sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, bahwasannya terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan kan bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan ketiga primair, sehingga terdakwa 

harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. 
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Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair, dan 

pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dan permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan 

dalam dakwaan ketiga subsidair. maka dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama 

setelah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya 

pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih  dan 

dan dijadikan alasan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat  banding dalam 

memutuskan perkara ini pada tingkat banding.
82

 

Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI Majelis Hakim memberikan 

pertimbangan sebagai berikut:
83

 

a) Menimbang bahwasanya memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum 

terdakwa menyatakan bahwa keberatan dengan pertimbangan hukum majelis 

tingkat pertama terutama terkait lamanya pidana dan fakta persidangan. 

b) Menimbang bahwasanya kontra memori banding penuntut umum dalam 

pokoknya setuju dengan putusan majelis hakim tingkat pertama 

c) Menimbang bahwasanya Majelis hakim setelah memperhatikan surat dakwaan 

dari penuntut umum 

d) Menimbang wawasannya dari fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan 

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair dan 

dakwaan kedua dan dakwaan ketika subsidi air dan tidak ada alasan pemaaf atau 

alasan pembenar 

e) Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding tidak menemukan adanya 

kekeliruan dalam majelis hakim tingkat pertama ketika mengkonstatis fakta 

hukum 

f) Menimbang bahwa Sanya majelis hakim tingkat banding memiliki pendapat yang 

sama dengan majelis tingkat pertama bahwasannya terdakwa terbukti secara sah 

dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana berupa menerima uang 

suap seperti pada surat dakwaan kesatu subsidair dan melakukan tindak pidana 

Dalam dakwaan kedua berupa pencucian uang yang dan melakukan perpangkatan 
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jahat untuk melakukan korupsi seperti yang tercantum dalam dakwaan ketiga 

subsidair. 

g) Menimbang bahwa Putusan tingkat pertama hanya diubah terkait lamanya pidana 

penjara 

h) Menimbang bahwa terdakwa tetap harus ditahan di rumah tahanan negara atau 

rutan 

i) Terdakwa harus membayar biaya perkara di tingkat pertama dan Pada tingkat 

banding 

j) Menimbang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa 

oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tingkat banding terlalu 

berat dan dipandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tersebut 

dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:
84

 

 Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya 

serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya yang merupakan seorang 

jaksa, oleh karena itu terdakwa diharapkan akan  berperilaku sebagai warga 

masyarakat yang baik. 

 Bahwa terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki anak  masih balita yang 

baru berusia 4 tahun Sehingga layak untuk  diberi kesempatan mengasuh dan 

memberi kasih sayang terhadap anaknya dalam masa pertumbuhannya. 

 Bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, diperlakukan 

secara adil dan mendapatkan perlindungan. 

 Bahwa perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan beberapa pihak 

lain yang Turut ikut bertanggung jawab,  sehingga Kadar kesalahan 

mempengaruhi putusan ini, 

 Jaksa penuntut umum yang selalu memegang asas dominus litius yang 

mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan 

masyarakat. 

Maka dari itu, atas dasar pertimbangan majelis hakim tingkat banding, 

menyatakan  terbukti secarah sah dan meyakinkan bahwa terdakwa  tidak bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu primair dan ketiga 

primair, dan membebaskan  terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari dari dakwaan 

kesatu primair dan ketiga primair. Menyatakan terdakwa terbukti  melakukan tindak 
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pidana “Korupsi” secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang tertera dalam 

dakwaan kesatu subsidiair “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam 

dakwaan kedua “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” 

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga subsidiair, sehingga menjatuhkan 

pidana selama empat tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama enam bulan.
85
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana No.10/Pid.Sus-

TPK/2021/PT DKI 

Penggunaan pasal dalam surat dakwaan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari 

yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengenakan model dakwaan 

campuran. Maksud dari dakwah campuran yaitu, surat dakwaan kumulatif yang 

diiringi dengan dakwaan alternatif dan atau subsidair. Jika melihat pada teori yang 

ada dalam hukum acara pidana, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair maupun 

dakwaan alternatif, merupakan dakwaan yang digunakan untuk mendakwahkan 

seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana sekaligus.
86

 Mengacu pada 

dakwaan yang dilakukan terhadap mantan jaksa Pinangki, konstruksi dakwaan 

campuran yang dijatuhkan oleh jaksa menggunakan dakwaan kumulatif yang 

digabungkan dengan dakwaan subsidair. Apabila melihat pada surat dakwaan yang 

dijatuhkan terhadap mantan jaksa Pinangki, Ada beberapa perbuatan yang 

didakwakan yaitu:
87

 

1. Menerima pemberian atau janji ketika masih menjabat sebagai seorang 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahui pemberian atau janji 

tersebut diketahui atau patut diduga bahwa diberikan karena kekuasaan atau 

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Perbuatan ini dapat 

dikenai ancam pada pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAU Pasal 11 Undang-Undang No. 

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  
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2. Melakukan penukaran uang atau surat berharga yang diketahui atau dapat 

diduga merupakan hasil dari perbuatan korupsi yang bertujuan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, tindakan ini 

disebut dengan pencucian uang. Ancam dari perbuatan ini dikenai Pasal 3 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang.  

3. Melakukan permufakatan jahat untuk menjanjikan atau memberi sesuatu 

terhadap pegawai negeri yang masih aktif, dengan tujuan agar tidak melakukan 

sesuatu yang bersangkutan pada kewajiban dalam jabatannya. Perbuatan ini 

dapat dikenai ancam dalam ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a 

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ATAU Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Konstruksi dakwaan yang dijatuhkan terhadap Pinangki dalam dakwaan 

campuran seperti yang telah dijabarkan diatas adalah sebagai berikut:
88

 

Kesatu. Primair: Melanggar pasal pasal 5 ayat 2 Jo pasal 5 ayat 1 huruf a 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.   

Subsidair: Melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20  tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.  

Kedua. Melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  
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Ketiga. Primair: Pinangki melanggar pasal 15 Jo  pasal 5 ayat 1 huruf a 

Undang-Undang Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 

2001 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 88 KUHP.  

Subsidair: Melanggar pasal 15 Jo pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Jo pasal 88 KUHP.  

Dengan dasarAuraianAdiatas, maka dalam putusan pengadilan 

tingkatPpertama dirasa sesuai dan tepat menurut majelis hakim tingkat banding. 

Setelah proses peradilan selesai dapat diketahui bahwa perbuatan yang 

dianggap terbukti adalah dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua dan dakwaan 

ketiga subsidair.
 

Terkait dakwaan kesatu subsidair, Pinangki dianggap terbukti 

menerima hadiah atau janji ketika masih menjabat sebagai seorang pegawai negeri 

atau seorang jaksa. Janji tersebut berhubungan dengan jabatannya sebagai seorang 

pegawai negeri yang merupakan seorang jaksa. Pinangki terbukti menerima uang 

sebesar USD 500.000 dari Djoko Tjandra untuk membantu mengurus fatwa ke 

Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Dengan tujuan supaya pemidanaan 

terhadap Djoko Tjandra berdasarkan Putusan PK Nomor:12 PK/ Pid.Sus/2009, pada 

tanggal 11 juni 2009 tidak dapat dieksekusi sehingga ia dapat kembali ke Indonesia 

tanpa harus terjerat pidana. 

Dalam dakwaan kedua Pinangki terbukti melakukan pencucian uang dengan 

menukarkan uang atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan 

hasil tindak pidana korupsi, seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu. Dengan 

tujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaannya. Uang yang 

berada dalam tangan Pinangki senilai USD 375.259 atau setara dengan Rp. 

5.250.000.000. Uang tersebut ditukar melalui sopirnya Sugiarto dan Beni Sastrawan. 

Dari hasil penukaran tersebut Pinangki menggunakannya untuk keperluan pribadinya, 

dari Membeli mobil, membayar dokter kecantikan, sewa apartemen, dan transaksi 

lain.  
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Pada dakwaan ketiga subsidair, Pinangki terbukti melakukan tindakan 

permufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji ketika dia masih menjabat 

sebagai pegawai negeri. Dengan tujuan menggunakan kekuasaan atau wewenangnya 

untuk membantu mengurus fatwa ke Mahkamah Agung. Selain itu Pinangki juga 

bersepakat untuk memberikan uang sejumlah USD 10.000.000 kepada pejabat di 

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung guna keperluan mengurus permohonan 

fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. 

Pemotongan masa hukuman terdakwa Pinangki Sirna Malasari dalam putusan 

pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:
89

 

1.   Menimbang bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesal atas 

perbuatannya serta telah mengikhlaskan pencopotan jabatannya sebagai 

seorang jaksa, dengan ini diharapkan terdakwa  akan berperilaku sebagai 

warga masyarakat yang baik. 

2.   Menimbang bahwa terdakwa merupakan seorang ibu dari seorang anak yang 

masih balita berumur 4 tahun, sehingga terdakwa layak diberi kesempatan 

untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa 

pertumbuhan. 

3.   Menimbang terdakwa sebagai seorang wanita patut untuk diberikan perhatian, 

perlindungan, dan perlakuan secara adil. 

4.   Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terlepas dari 

keterlibatan beberapa pihak yang turut bertanggung jawab, sehingga 

mempengaruhi pengambilan putusan ini. 

5.   Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai asas dominus litus yang 

mewakili pemerintahan dan negara dianggap telah memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. 

Pada putusan pengadilan banding disebutkan bahwa dalam putusan majelis 

hakim tingkat pertama telah menguraikan hal-hal yang dapat meringankan dan 

memberatkan terhadap terdakwa yang menjadi dasar memutus berat ringannya 

pidana. Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa, majelis hakim tingkat 

pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sehingga pertimbangan-

pertimbangan dari majelis hakim tingkat pertama diambil alih majelis hakim tingkat 

banding dan dapat dijadikan acuan dalam memutus perkara ditingkat banding. Dalam 
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penulisan majelis hakim tingkat pertama dijelaskan apa saja keadaan yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa, sebagai berikut:  

Keadaan yang memberatkan:
90

 

a) Terdakwa adalah seorang jaksa yang merupakan aparat penegak hukum 

(APH). 

b) Perbuatan terdakwa membantu terpidana Djoko Sugiarto Tjhandra untuk 

menghindari dari Pelaksanaan putusan peninjauan kembali nomor 12 

tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessie Bank Bali sebesar Rp. 

904.000.000.000,00 (sembilan ratus empat milyar rupiah) yang 

dipidanakan  padanya. 

c) Terdakwa telah terbiasa dalam mengurus perkara pada institusi Kejaksaan 

Agung dan Mahkamah Agung, dengan bekerjasama dengan Dr. Anita 

Dewi Anggraini Kolopaking, S.H. 

d) Terdakwa menyangkal atas perbuatannya nya keterlibatan pihak-pihak 

yang yang terlibat dalam perkara a quo. 

e) Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendukung program 

pemerintah dalam program penyelenggaraan negara yang bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

f) Terdakwa berbelit-belit dalam mengutarakan keterangan dan tidak 

mengakui kesalahannya 

g) Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatan Pidananya. 

Keadaan-keadaan yang meringankan:
91

 

a) Terdakwa bersifat sopan di persidangan ;  

b) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, mempunyai tanggungan 

seorang anak yang masih kecil, berusia 4 (empat) tahun; 

c) Terdakwa belum pernah dihukum. 

d) Terdakwa merupakan seorang wanita yang perlu mendapat perlindungan 

dan perlakuan secara adil. 

Majelis hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan 

bahwa tuntutan yang dimohonkan terhadap terdakwa oleh penuntut umum dipandang 

terlalu ringan, sedangkan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam 
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putusannya yaitu pidana 10 tahun penjara dan denda  Rp. 600.000.000 dan 6 bulan 

kurungan dipandang layak dan adil serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Berbeda dengan pandangan majelis hakim tingkat banding yang menyatakan 

bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kurang sesuai. 

Dalam putusan tingkat banding disebutkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa majelis hakim tingkat pertama terlalu berat dan dianggap adil 

apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti tertera dalam Amar putusan banding 

yaitu, pidana penjara 4 tahun dan denda Rp 600.000.000 dan 6 bulan kurungan. 

Putusan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat jika mengacu 

pada permasalahan penulis maka penulis menyimpulkan bahwa:  

a) Beberapa macam fakta hukum yang didapat dari penjelasan saksi baik yang 

meringankan maupun yang memberatkan, pada penjelasan terdakwa dan dari 

penjelahan ahli, sertawadanya beberapakbarangzzbukti yang tertuang dalam 

berita acara persidangan dan termasuk dalam putusan yang turunan resminya 

terlampir, dalam hubungannya satu sama lain. Terdakwa telah terbukti 

melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana 

didakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu subsidair, dakwaan kedua, 

dan dakwaan ketiga subsidair dan tidak adanya fakta hukum yang dapat 

dipertimbangkan sebagai alasan pembenar atau pemaaf terdakwa dari 

pertanggungjawaban pidana, maka dari itu terdakwa terbukti bersalah dan 

harus dijatuhi hukuman pidana atas dakwaan tersebut. 

b) Mengenai adanya alasan-alasan kesalahan majelis hakim dalam 

mengumpulkan fakta hukum pada tingkat pertama dan unsur-unsur tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum tidak 

terpenuhi. Pokok yang dipermasalahkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam 

nota pembelaannya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan 

majelis hakim tingkat pertama. Maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi 

dan dikesampingkan.  

c) Majelisaahakimatingkataabandingaamemiliki pendapat yang sama dengan 

majelis hakimztingkat pertama, menyatakan bahwaaterdakwa tidakzterbukti 

secara sah dan meyakinkanaamelakukan tindaksspidana yang didakwakan 

kepada terdakwa pada putusan kesatu primairdddan ketigaMprimair. Dengan 

demikian terdakwa harus dibebaskanzdari dakwaan tersebut. Dari dakwaan 
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tersebut majelisZhakim tingkat bandingMmenyatakan secara sah 

danMmeyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan 

tindakMpidanaMkorupsi seperti yang tertera dalam dakwaan kesatu subsidair 

dan pencucianBuang sebagaimanaBdidakwakan dalam dakwaan kedua dan 

permufakatanZjahat dalam melakukan tindak pidana korups sebagaimana yang 

tertera dalam dakwaan ketiga subsidair. Dengan demikian majelis hakim 

tingkaaabanding sependapat dengan majelisaahakim tingkataapertama, 

pertimbangan majelis hakim tingkat pertamaSdiambil alih dan dijadikan 

pertimbangan hukum majelis hakimAtingkat bandingadalam memutus perkara 

ini. 

d) Kemudian mengenaiaalamanya waktuaapidana penjara yangaadijatuhkan 

terhadap terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama dirasa terlaluAberat 

oleh majelis hakim tingkatAbanding, maka perlu untuk dikurangi.  

Dari pertimbangan hukum diatas tersebut jika dihubungkan dengan doktrin 

hukum pidana apakah pertimbangan tersebut sudah tepat. Dalam hal ini menurut 

Wiryono Kusumo “Pertimbangan atau yang sering disebut juga considerans 

merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutus suatu 

perkara. Oleh karena itu jika argumen itu tidak benar dan tidak sepantasnya, maka  

orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan adil”.  

Dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang menjadi dasar atau 

bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum membuat analisa hukum yang 

kemudian menjadi putusan.
92 

Pada dasarnya pertimbangan majelis hakim tingkat 

banding sudah tepat, namun dalam hal ini penulis menilai masih terdapat 

pertimbangan yang dirasa tidak tepat yaitu, mengenai lamanya pidana penjara yang 

diberikan kepada Terdakwa. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh majelis 

hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dirasa tidak tepat. Pengadilan Tinggi 

Jakarta Pusat mengurangi pidana penjara Pinangki yang awalnya oleh Pengadilan 

Negeri diputus 10 tahun namun dalam pengadilan tinggi masa hukuman menjadi 4 

tahun. Maka dari itu pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat banding perlu 

untuk dianalisis lebih lanjut. Maka dalam hal ini atas dasar pertimbangan hukum oleh 
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Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk dianalisis dengan pendekatan filosofis, 

yuridis dan sosiologis. 

a) Pendekatan Filosofis 

Tindak pidana yang dilakukan oleh Pinangki menurut fakta hukum, 

alat bukti, keyakinan hakim yakni tindak pidana korupsi. Sedangkan tindak 

pidana korupsi atau kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung 

merugikan keuangan negera atau perekonomian negara, yang pada saat yang 

sama merugikan rakyat.
93

 Sebagaimana dalam putusan hakim tingkat pertama 

dan tinggi bahwa melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dan dakwaan ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang dan dan dakwaan ke tiga subsidair yakni melanggar Pasal 15 

jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Dengan demikian atas dasar pertimbangan hukum oleh hakim tersebut 

telah sejalan dengan doktrin ilmu hukum pidana yang dimana ketika seseorang 

telah terbukti melakukan kejahatan yang diatur didalam undang-undang dan 

juga unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum, maka akibatnya 

yakni penjatuhan pidanalah yang harus diberikan kepada tersangka. Terlepas 

dari pada itu, sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 

maka dalam ini sistem pemidanaan yang paling relevan digunakan adalah teori 

gabungan. Mengapa demikian, karena teori tersebut terdapat unsur pembalasan 

dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus 

sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini 

merefleksikan pandangan bahwa penjatuhan hukuman menandakan 

ketidaksetujuan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat dan 
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menegaskan kembali nilai-nilai hukum pidana yang dirancang untuk 

ditegakkan.
94

 

Mengenai tujuan pemidanaan telah menjadi isu sentral dalam hukum 

pidana, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan 

tindakantindakan yang apabila tidak dialakukan oleh negara berlandaskan 

hukum maka akan menjadi tindakan yang bertentangan dengan moral. Oleh 

karen itu merupakan konsekuensi logis jika seseorang yang melakukan tindak 

pidana korupsi terlebih jika dia seorang pejabat negara atau penegak hukum 

melakukan tindak pidana korupsi maka seharusnya hakim dapat 

mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan dalam memberatkan hukuman 

pidana terdakwa. 

b) Pendekatan Yuridis 

Pemidanaan sebagai suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang 

telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi 

pembatasannya. Pada hakekatnya pidana merupakan nestapa, namun 

pemidanaan tidak untuk menderitakan dan tidak diperkenankan apabila 

merendahkan martabat manusia. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada 

yang dilarang dan diancam pidana terhadap perbuatan yang dilarang 

sedangkan pertanggungjawaban pidana haruslah memperhatikan kesalahan 

yang melekat kepada pelaku tindak pidana. Tidak dipidana jika tidak ada 

kesalahan. Sebagaimana makna asas legalitas mengandung tiga, yakni: 

 Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau tidak 

diatur terlebih dahulu didalam suatu peraturan perundang-undangan. 

 Untutk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan 

analogi. 

 Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut 

Selain dari pada itu, menurut penulis dalam dasar pertimbangan hakim 

pada tingkat Pengadilan Tinggi tidak memperlihatkan mengenai keadaan 

memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat negara dalam hal ini 

sebagai penegak hukum. Menurut Adami Chazawi dalam mengatakan bahwa, 
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“Keadaan memberatkan penjatuhan pidana terhadap pejabat negar ataupun 

pegawai negeri dalam hal ini Jaksa sebagai penegak hukum dikarenakan:
95

 

 Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan, dalam hal ini pegawai 

negeri khususnya penegak hukum yang dilanggar dalam melakukan 

tindak pidana itu adalah kewajiban khusus dari jabatan. Dalam suatu 

jabatan publik yang dipangku oleh seorang pegawai negeri terdapat 

suatu kewajiban khusus didalamnya. Suatu keawajiban khusus adalah 

suatu kewajiban yang berhubungan erat dengan tugas pekerjaan 

tertentu dari suatu jabatan. 

 Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan jabatan, 

suatu jabatan in casu jabatan publik disamping membebankan 

kewajiban khusus dan kewajiban umum dari jabatannya, juga memiliki 

suatu kekuasaan jabatan, suatu kekuasaan yang melekat dan timbul dari 

jabatan yang dipangku. Kekuasaan yang dimilikinya ini dapat 

disalahgunakan pemangku untuk melakukan suatu kejahatan tertentu 

yang berhubungan dengan kekuasaan itu. 

 Melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan dari 

jabatan, sebagai pegawai negeri dalam hal ini penegak hukum dalam 

melaksanakan tugas pekerjaan berdasarkan hak dan kewajiban yang 

dipangkunya kadang kala memiliki suatu waktu yang tepat untuk 

melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang apabila 

kesempatan ini disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh 

karena itu dipidana dengan perberat sepertiganya dari ancaman pidna 

maksimum yang ditentukan dalam tindak pidana yang dilakukan 

 Melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan, sebagai 

seorang pegawai negeri dalam hal ini penegak hukum dalam 

menjalankan kewajibannya dan tugas jabatan diberikan sarana-sarana 

tertentu, dan sarana mana dapat digunakan untuk melakukan tindak 

pidana tertentu. Dapat diartikan menyalahgunakan sarana dari 

jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana. 
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Hal yang menjadi catatan dalam pertimbangan majelis hakim pada 

tingkat banding dalam tindakan terdakwa yang melakukan tindak pidana masih 

berstatus sebagai seorang jaksa, yang merupakan penegak hukum namun 

menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan.
96

 Seharusnya 

dapat menjadi dasar pemberat hukuman sesuai dengan ketentuan dalam pasal 

52 KUHP. Dalam pasal 52 KUHP menyatakan bahwa “bilamana seorang 

pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban 

khusus dalam jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana 

memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya 

karena jabatannya, dapat dipidana dengan ditambah sepertiga.”
97 

 

Pasal 52 KUHP dapat diterapkan dalam semua jenis kejahatan, 

termasuk pada kasus Pinangki karena telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 

52 KUHP, adapun unsur-unsur Pinangki dapat dikenai pasal 52 KUHP yaitu: 

a) Perbuatannya dilakukan oleh pegawai negeri;  

b) Melanggar kewajiban khusus dari jabatannya;  

c) Menggunakan sarana jabatan.  

Dengan demikian Pinangki terbukti melakukan kejahatan dengan 

menggunakan sarana jabatannya, sudah selayaknya mendapatkan pidana lebih 

berat sehingga mencegah mengakarnya tindak pidana korupsi dikalangan 

pejabat negara. Pinangki kedudukannya sebagai aparatur sipil negara memiliki 

wewenang untuk melakukan pelayanan publik terutama dalam 

menyelenggarakan pembangunan untuk mencapai tujuan Negara. Namun 

malah mencederai amanah yang diberikan padanya.
98

 

c) Pendekatan Sosilogis  

Hakim dengan segala keleluasan yang dimiiki seharusnya dapat 

melakukan elaborasi mendalam terhadap karakteristik dari suatu tindak pidana 

yang diperiksa di pengadilan. Hakim tidak lagi hanya berfungsi sebagai corong 

undang-undang, namun dapat menangkap isyarat non normatif dari suatu 
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tindak pidana dan dampak yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya penegak 

hukum bagian penuntutan yang tentu mempunyai konstruksi moral yang 

berbeda dengan tindak pidana korupsi di sektor swasta, sebagai sistem dari 

lembaga terhormat.  

Namun berbalik arah ketika dalam putusan Pengadilan Tinggi yang 

memotong masa hukuman seorang penegak hukum khususnya Jaksa yang 

diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan 

penuntutan dalam kejahatan tidak mencerminkan nilai sosiologi atau nilai 

kemanfaatan dalam putusan tersebut. Dalam hal ini menurut Sudikno 

Mertokusumo pendekatan sosiologis atau nilai kemanfaatan salah satu unsur 

yang perlu diperlihatkan dalam menegakkan hukum. Karena pada dasarnya 

masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan 

hukum. Maka demikian jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan 

atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
99

 

Dengan demikian atas dasar pertimbangan hukum oleh hakim pada 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menurut penulis belum dapat memperlihatkan 

pendekatan nilai-nilai sosiologis atau kemanfaatan. Mengapa demikian. Hal 

ini, karena putusan hakim yang kontroversial menimbulkan kekecewaan. 

Memang ketika hakim memutuskan suatu perkara selalu dihadapkan pada 

pilihan sulit, antara sesuai hukum dan berdasarkan keadilan. Disinilah 

perlunya ide kesimbangan yang harus dicerminkan dalam putusanputusan 

hakim. Artinya putusan hakim harus memiliki atau memenuhi tiga unsur nilai 

dasar seperti yang dikatakan oleh Gustav Randbuch, yakni nilai kepastian, 

nilai keadilan dan nilai kemanfaatan.
100

 

B. Perspektif Gender Terhadap Putusan No.10/pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI 

Dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, Majelis hakim 

memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan gender sebagai alasan peringan 

hukum terhadap terdakwa. Pada intinya majelis hakim mengurangi hukuman 

terdakwa dengan pertimbangan gender sebagai seorang perempuan yang harus diberi 
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perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang adil. Alasan gender sebagai 

pertimbangan hakim dapat saja menjadi keadaan yang dapat meringankan terdakwa. 

Pertimbangan hakim tersebut pada dasarnya baik sebagai bagian dari isu keadilan 

gender. Dalam hukum pidana di Indonesia, perempuan tidak hanya dapat menjadi 

korban dari tindakan pidana, namun dapat juga menjadi pelaku pidana. Jika seorang 

perempuan terbukti sebagai pelaku tindak pidana dan harus menjalani masa hukuman, 

dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada diri perempuan 

yang bersangkutan namun juga terhadap anak-anak dan keluarga karena pada 

umumnya seorang ibu adalah pengasuh utama  dari anak-anaknya. Sehingga perlu 

adanya pertimbangan terkait situasi tersebut secara adil. 

Namun sejauh mana pertimbangan hakim dalam menangani keterlibatan 

perempuan sebagai pelaku tindak pidana? Apakah perempuan yang dikenai pidana 

berada dalam posisi sentral atau sebatas membantu tindak pidana? Apa dampak dari 

tindakan yang dilakukan perempuan pelaku pidana terhadap korban? Hal tersebut 

seharusnya juga menjadi dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara, 

sebelum membahas mengenai status dari pelaku sebagai seorang perempuan yang 

dapat dianggap sebagai keadaan yang meringankan. Hal ini penting untuk dicermati 

dalam menjaga konsistensi putusan terhadap perempuan yang terlibat dalam berbagai 

tindak pidana. 

Maka dari itu penulis ingin mengkaji perspektif gender terhadap putusan 

tersebut. Dalam pertimbangan majelis hakim yang mengurangi pidana terhadap 

Pinangki dengan alasan sebagai seorang perempuan tidak sesuai dengan asas equality 

before of the law yang tercantum dalam pasal 28d ayat 1 Undang-Undang Dasar 

NKRI 1945. Asas equality before of the low yaitu perlakuan yang sama dihadapan 

hukum, siapa yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum.
101

 Seperti contoh 

barang siapa yang mencuri maka harus dihukum, yang artinya setiap orang yang 

mencuri maka harus menerima hukuman tanpa adanya diskriminasi. Pada pasal 28d 

ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum.” Dalam pasal ini menggunakan frasa “setiap orang” 

yaitu seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, tidak memandang agama, ras, suku, 
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maupun gender. Begitu pula yang tercantum dalam undang-undang nomor 39 tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menunjukkan hal yang sama yaitu 

“setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum.” Asas 

persamaan kedudukan dalam hukum tercantum pula dalam KUHAP bagian 

penjelasan umum butir 3e, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 

dan Pasal 2d PERMA RI No. 3 Tahun 2017. Dari ke tiga aturan tersebut seharusnya 

menjadi acuan hakim dalam mengadili dan membuat keputusan terhadap pemidanaan 

yang dilakukan oleh perempuan. 

Pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang menyatakan bahwa 

terdakwa merupakan seorang wanita yang harus mendapatkan perlindungan, perhatian 

dan perlakuan yang adil dirasa tidak tepat. Karena dalam kasus ini posisi Pinangki 

bukan merupakan seorang korban namun merupakan pelaku. Hal ini mengakibatkan 

adanya bias gender. Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender 

(Gender Inequality). Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang 

menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Pandangan 

kaum feminis menegaskan bahwa munculnya konsep ini karena konsep gender dan 

konsep dimaknai sama oleh sistem dan struktur itu sendiri.
102

  

Seharusnya posisi Pinangki harus disamaratakan dengan yang lainnya. Dalam 

teori pertanggungjawaban seharusnya hakim tidak melihat terdakwa dari segi 

gendernya namun dari segi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Apalagi jika 

mengacu pada pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 bahwa “hakim dalam mengadili 

perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus berlandaskan pada asas 

penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan 

gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian 

hukum.”
103

 

Pertimbangan gender yang diambil oleh hakim sama sekali tidak berkaitan 

dengan moral dari perilaku seseorang. Pasal 1 angka 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 

dijelaskan bahwa gender merupakan sebuah konsep yang menunjuk pada kedudukan, 

fungsi serta tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Konsep gender terjadi 

akibat keadaaan dimana individu lahir secara biologis sebagai laki-laki dan 

perempuan kemudia mendapatkan pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan 
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melalui atribut- atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-

nilai atau sistem dan simbol di masyarakat, adanya keadaan sosial dan budaya 

masyarakat yang juga dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat.
104

 Sehingga baik 

terhadap pelaku wanita atau laki-laki jika telah melakukan suatu perbuatan pidana 

yang merugikan orang lain harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. 

Selain itu pertimbangan ini dianggap tidak tepat jika dijatuhkan terhadap 

Pinangki karena dalam kasus ini, Pinangki bertindak sebagai pelaku yang memegang 

peran sentral dan bukan hanya sebatas peran pembantu terjadinya tindak pidana. 

Dalam hukum terdapat asas persamaan kedudukan, dalam hal ini posisi terdakwa 

sebagai wanita harus disamaratakan dengan posisi laki-laki, berdasarkan pada teori 

pertanggungjawaban pidana majelis hakim seharusnya lebih menitikberatkan kepada 

kesalahan terdakwa bukan pada status terdakwa yang merupakan perempuan. Hakim 

seharusnya melihat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa 

dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus 

berlandaskan pada asas penghargaan, persamaan didepan hukum, keadilan kepastian 

hukum, dan kesetaraan gender.  

Terkait pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang meringankan 

hukuman pinangki karena terdakwa merupakan seorang ibu dari anaknya yang masih 

balita juga tidak tepat. Memang Pinangki memiliki anak yang masih balita, tetapi 

negara juga bertanggung jawab untuk itu, dan tanggung jawab pada anak bukan hanya 

pada ibu. Padahal anak adalah tanggung jawab orang tua yang meliputi ayah dan ibu. 

Demikian pula dengan kasih sayang, juga harus diberikan oleh ayah dan ibu. Harus 

ada juga mekanisme dimana yang bersangkutan menjalani hukuman dan anaknya 

tetap mendapatkan kasih saying. Pengurangan hukuman Pinangki menjadi empat 

tahun bukan solusi. Sebab, Anak akan tetap ditinggalkan, hanya saja waktunya lebih 

singkat. Pinangki semestinya mengukur risiko yang akan ia dapatkan ketika terlibat 

dalam tindak pidana korupsi.
105

  

 Dibandingkan dengan kasus lainnya yang disidangkan, tuntutan JPU pada 

Pinangki terbilang jauh lebih kecil. Melihat dari beberapa kasus korupsi yang 
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melibatkan perempuan sebagai pelaku, terlihat bahwa pertimbangan meringankan 

majelis hakim mengenai status gender masih belum merata. Disatu kasus majelis 

hakim menjadikan status perempuan pelaku korupsi sebagai alasan peringanan 

hukuman, namun dalam kasus lain sama sekali tidak dipertimbangkan.
106 

Pertimbangan ini sangat berbeda dengan kasus lainnya yang telah berkekuatan hukum 

tetap dimana melibatkan pelaku yang juga adalah seorang perempuan. Contoh dalam 

kasus-kasus narkotika yang menjerat perempuan-perempuan, sering kali hanya 

berperan sebagai pihak yang membantu terjadinya tindak pidana dan tidak menduduki 

posisi sentral, namun demikian pertimbangan meringankan terkait status perempuan 

sebagai pelaku dalam kasus-kasus narkotika ini justru tidak muncul sehingga 

pertimbangan dalam kasus Pinangki ini tentu menimbulkan tanda tanya karena 

terkesan tidak konsisten.
107

 

Sebagai perbandingan dari pidana yang dicantumkan terhadap mantan anggota 

DPR yaitu Angelina Sondakh atau Angie. Dalam kasus yang menimpa Angelina 

Sondakh itu menerima suap 2,5 miliar dan USD 1,2 juta dalam pembahasan anggaran 

di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dari perbuatannya tersebut Angelina Sondankh 

divonis 4,5 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Angelina Sondakh 

mengajukan kasasi namun vonis yang dijatuhkan majelis hakim naik menjadi 3 kali 

lipat. Majelis hakim menjatuhkan pidana 12 tahun penjara namun dalam peninjauan 

kembali hanya diberi sedikit keringanan dari vonis sebelumnya yaitu menjadi 10 

tahun penjara. Namun dalam kasus Angelina Sondakh dengan Pinangki sangat 

identik, sama-sama koruptor perempuan dan sama-sama memiliki balita. Dalam hal 

pengasuhan anak, Angelina Sondak lebih menyedihkan karena ia seorang janda. 

Suaminya meninggal beberapa saat sebelum vonis ditetapkan. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pertimbangan Hakim sangat berpengaruh terhadap pidana yang dijatuhkan 

terhadap terdakwa walaupun status nya adalah seorang wanita. Namun dalam hal ini 

bukan menjadi alasan peringan dari putusan majelis hakim. Meskipun sudah menjadi 
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terdakwa namun hak-hak dari terdakwa harus tetap mendapatkan perlindungan 

sebagai seorang wanita.
108 

 

Dalam kasus lain terdapat 2 orang ibu rumah tangga yang bernama Tri Dian 

Agustina Sari dan Mas'udah yang melakukan pencurian pakaian pada tahun 2017. 

Diketahui pelaku tersebut melakukan pencurian disebuah Mal Surabaya dan mencuri 

pakaian dalam dan celana. Mereka diganjar dengan vonis 7 tahun penjara karena 

melanggar pasal 363 ayat ke-4 KUHP.
109

 Kasus ini merupakan sebuah pencurian yang 

sepele, tidak menimbulkan kerugian yang besar, namun ganjaran yang diberikan lebih 

besar dari kasus yang dilakukan Pinangki. Padahal mereka merupakan seorang ibu 

yang memiliki keluarga dan memiliki anak namun hal ini tidak menjadi pertimbangan 

majelis hakim sebagai alasan peringan.  

Dalam kasus mantan Jaksa Kejaksaan Agung Urip Tri Gunawan yang divonis 

hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp.500.000.000 oleh majelis hakim Tipikor 

Jakarta, menyatakan terbukti menerima suap dengan menggunakan sarana dari 

jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyidik Perkara Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik 

Sjamsul Nursalim. Urip dinyatakan terbukti menerima suap senilai USD.660.000 atau 

senilai Rp.6.000.000.000 dari kerabat Syamsudin Nursalim Artalyta Suryani, pada 2 

Maret 2008. Urip juga terbukti melakukan pemerasan dan menerima suap dari mantan 

Kepala Badan penyehatan perbankan nasional. (BPNN), Glenn Yusuf melalui 

pengacara Reno Iskandarsyah, senilai Rp1.000.000.000. Urip melakukan prestasi 

majelis hakim  menguatkan vonis urip Selama 20 tahun penjara.
110

 

Dari penanganan kasus Pinangki yang berbeda dari beberapa kasus diatas 

mendapat atensi khusus dari semua penegak hukum di Indonesia karena membuka 

peluang bagi para perempuan untuk secara sadar maupun tidak, telah dimanfaatkan 

pihak lain guna melakukan korupsi karena previlage bukan karena pelaku koruptor 

perempuan yang merugikan masyarakat. Pengalaman Pinangki sebagai pelaku yang 
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sekaligus sebagai perempuan tak perlu dijadikan sebagai pertimbangan hukuman 

untuk memberikan keringanan. Korupsi yang ia lakukan jelas bertujuan untuk 

memperkaya dirinya. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan pokok anaknya seperti 

membeli susu dan makanan 4 sehat 5 sempurna. Pinangki juga bukan single parent 

yang terlahir dari keluarga miskin. Pinangki merupakan perempuan dengan gaji yang 

sangat cukup sebagai seorang abdi negara, namun melakukan pertemuan dengan 

buronan koruptor secara sadar dan menerima milyaran uang darinya. 

Seharusnya majelis hakim dalam memutus suatu perkara berkaitan dengan 

seorang pelaku perempuan yang berhadapan dengan hukum lebih mencermati asas 

persamaan kedudukan dalam hukum. Serta melihat posisi pelaku saat melakukan 

tindak pidana tersebut, apakah posisi terdakwa merupakan pelaku utama atau hanya 

sekedar peran pembantu dari tindak pidana tersebut. Selain itu hakim juga harus 

melihat dari dampak yang ditimbulkan dari perkara tersebut, apakah perkara tersebut 

tergolong kecil atau merupakan perkara yang tergolong besar. Sehingga kedepanya 

hakim dalam mempertimbangan putusan yang berkaitan dengan gender yang 

menimpa perempuan-perempuan lain dapat lebih adil. 
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa atas bab – bab sebelumnya terhadap permasalahan pada 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI), Pinangki terbukti 

melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, namun hakim 

tidak melihat keadaan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap pejabat 

negara dalam hal ini sebagai penegak hukum. Jika mengacu pada pasal 52 KUHP 

sudah selayaknya mendapatkan pidana lebih berat. Hal ini dapat dilihat pada 

pertimbangan hakim yang belum mengakomodir nilai-nilai kepastian, keadilan 

dan juga kemanfaatan hukum itu sendiri. Terlebih lagi pada Pengadilan Tingkat 

Tinggi tidak memperlihatkan pemberatan pidana malah justru memotong masa 

hukumanya. Padahal status tersangka sebagai penegak hukum yang seharusnya 

tidak melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan, Melakukan tindak pidana 

dengan menggunakan kesempatan dari jabatan, Melakukan tindak pidana dengan 

menggunakan sarana jabatan. 

2. Pertimbangan yang digunakan Hakim sebagai alasan meringankan hukuman 

pidana penjara Pinangki, dari 10 tahun menjadi 4 tahun karena Terdakwa 

merupakan seorang wanita yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, serta 

perlakuan yang adil dirasa tidak tepat. Penggunaan gender sebagai pertimbangan 

untuk meringankan hukuman mengakibatkan bias gender, hal ini tidak sesuai 

dengan asas equality before of the law yang mengharuskan perlakuan yang sama 

dihadapan hukum. Apalagi disatu kasus majelis hakim menjadikan status 

perempuan pelaku korupsi sebagai alasan peringanan hukuman, namun dalam 

kasus lain sama sekali tidak dipertimbangkan. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Majelis hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang 

melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatannya, sudah 

selayaknya mendapatkan pidana lebih berat sehingga mencegah 
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mengakarnya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat negara. Para hakim 

diharapkan dapat memaksimalkan penerapan peraturan perundang-undangan 

yang terkait tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang 

yang dilakukan terdakwa, karena kedua tindak pidana tersebut merupakan 

extraordinary crime yang dalam pemberantasannya memerlukan cara-cara 

yang luar biasa pula, karena sulit diungkapkan dan modus tindakannya 

semakin berkembang pula. 

2. Terkait menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan seorang pelaku 

perempuan, seharusnya hakim lebih mencermati asas persamaan kedudukan 

dalam hukum. Serta melihat posisi pelaku saat melakukan tindak pidana 

tersebut, apakah posisi terdakwa merupakan pelaku utama atau hanya 

sekedar peran pembantu dari tindak pidana tersebut. Selain itu hakim juga 

harus melihat dari dampak yang ditimbulkan dari perkara tersebut, apakah 

perkara tersebut tergolong kecil atau merupakan perkara yang tergolong 

besar. Serta melihat pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjelaskan 

bahwa dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum 

harus berlandaskan pada asas penghargaan, persamaan didepan hukum, 

keadilan kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Sehingga kedepanya 

hakim dalam mempertimbangan putusan yang berkaitan dengan gender yang 

menimpa perempuan-perempuan lain dapat lebih adil. 
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